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ABSTRAK

Khalifah Umar bin abdul Aziz adalah khalifah Dinasti Bani Umayyah yang ke
delapan yang telah berhasil menjadi tinta emas dalam catatan sejarah Dinasti Bani
Umayyah. Dalam kurun waktu yang cukup singkat hanya sekitar dua tahun, beliau
berhasil mensejahterkan rakyat dengan kebijakan-kebijakan fiskal ekonomi Islam yang
beliau terapkan. Salah satu elemen kebijakan fiskal yang menjadi sumber pendapatan
negara kala itu adalah pajak (kharaj, jizyah dan ‘usyur) dan zakat, yanng mana elemen
inilah yang menjadi sumber pendapatan negara yang memeberikan andil besar pada masa
itu.

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui apa saja kebijakan yang diambil oleh
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan
penyaluran pajak (jizyah, kharaj dan‘usyur) dan zakat, dan juga dampaknya bagi
kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).
Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana sumber data primer disini
adalah sumber data yaang didapat dari perkataan dan tulisan yang mengandung kebijakan
Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada didalam kitab al-Amwal karya Abu Ubaid al-
Qashim dan kitab Tarikh al-Khulafa karya Imam as-Suyuthi dan data sekunder didapat
dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkenaan dengan Khalifah Umar
bin Abdul Aziz.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Khalifah Umar bin Abdul Aziz
menghapus pungutan jizyah yang tetap diberlakukan kepada orang-orang yang baru
masuk Islam dan juga beliau mencabut kewajiban jizyah dari fakir miskin, orang lanjut
usia, anak-anak dan perempuan. 2) Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengoptimalkan
kharaj dengan melarang penjualan tanah kharaj, membebaskan petani dari pajak-pajak
lain selain kharaj dan menghidupkan tanah-tanah yang mati. 3) ‘Usyur diberlakukan
dengan cara yang adil dimana Khalifah Umar hanya menarik ‘usyur sekali dalam
setahun dengan nishab yang telah ditentukan, dan beliau juga membangun infrastruktur
untuk menunjang kegaitan perniagaan. 4) Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat buku
rujukan untuk para petugas zakat yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an, hadits-hadits
Nabi, dan atsar-atsar Umar bin al-Khattab.

Kata Kunci: Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kebijakan Fiskal, Pajak, Jizyah, Kharaj,
‘usyur, Zakat.
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TAX AND ZAKAT OPTIMALIZATION IN THE FISCAL POLICY
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Departmen Of Islamic Economics, Faculty Of Economics And Islamic Business
State Institute Of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRAC

Caliph Umar bin Abdul Aziz was the eighth caliph of the Umayyad Dynasty who
had succeeded in the historical records of the Umayyad dynasty. In a fairly short period
of time, only about two years, he succeeded in making the people prospereous with the
isalamic economic fiscal policies that he implemented. One of the elements that became a
souurce of state revenue at that time was taxes (jiztah, kharaj, ‘usyur) and zakat, which
were the elements that became the source of state revernue which contributed greatly at
that time.

This study aims to find out what policies were taken by the Chaliph Umar bin
Abdul Aziz in order to optimize income and distribution of taxes (jizyah, kharaj, and
‘usyur) and zakat, as well as their impact on the welfare of society. This research is a
library tesearch. The types of data used are primary and scondary, where the primary
data source here is the source of data obtained from the words of Caliph Umar bin Abdul
Aziz and secondary data obtained from books, journals, articles and other writings
telating to Umar bin Abdul Aziz.

The conclutions of this study are: 1)The Caliph Umar bin Abdul Aziz removed the
jizyah levy which was still applied to people who had just converted to Islam and he also
revoked the jizyah obligation of poor people, the ederly, children and women. 2) Caliph
Umar bin Abdul Aziz optimized kharaj by prohibiting the sale of kharaj land, exampting
farmers from other taxes besides kharaj and reviving the dead land. 3) ‘usyur is enforced
in a fair manner where the chalip Umar only draws ‘usyur once a year with a
predetermined nishab, and he also builds infrastructure to support business avtivities. 4)
Caliph Umar bin Abdul Aziz made a reference book for zakat officers which was taken
from the verses of the Qur’an, the hadits of the prophet Muhammad Saw, ang The atsar
of Umar bin al-Khatthab.

Key Words: Caliph Umar bin Abdul Aziz, Fiscal Policy, Taxes, Jizyah, Kharaj, ‘usyur,
Zakat.
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BAB |

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat dunia, dan
menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia menjadikan Indonesia secara
ekonomi memiliki potensi pajak dan zakat yang tinggi. Pada tahun 2020 pemerintah
Indonesia menargetkan jumlah pajak yang akan di terima negara sebesar Rp. 1.404,5
triliun (Kristianus, 2020), sedangkan potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6
trilun. (BAZNAS P. , Outlook Zakat Indonesia 2021 , 2021) Tetapi dengan potensi yang
Indonesia miliki dari sektor pajak dan zakat yang tinngi ini, belum bisa menjamin
kesejahteraan penduduknya. Data terakhir menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di
Indonesia periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 dari tahun
sebelumnya. (BPS, 2020)

Potensi yang dimiliki Indonesia di bidang pajak dan zakat ini pada dasarnya bisa
membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Namu pada prakteknya target pajak
dan zakat yang diperkirkan pada setiap tahunnya tidak mudah untuk dicapai. Pada tahun
2020 pajak yang berhasil dikumpulkan hingga tanggal 23 Desember sebesar Rp. 1.198,8
trilyun atau 85 persen dari target yang ditetapkan. (Kompas.com, 2020) Sedangkan dana
zakat yang tekumpul berdasarkan data terakhir yanng telah dikeluarkan oleh Badan Amil
Zakat Nasional pada tahun 2019 terkumpul Rp. 10,2 trilyun (BAZNAS P. , 2020) dari
potensi yang diprkirkan pada tahun tersebut adalah Rp. 223 trilyun. Dari data-data
tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada permasalahan yang serius yang menyebabkan
kesenjangan antara potensi dengan realitas menjadi begitu jauh. Sudah menjadi tugas dari
pemerintah untuk menanggulangi masalah perekonomian Indonesia di bidang pajak dan
zakat ini, baik memunculkan kebijakan baru atau mengambil kebijakan yang berlatar
belakang dari sejarah yang ada seperti sejarah perekonomian dalam Islam.

Memang dalam perjalanannya kontribusi kaum Muslimin dalam perkembangan
pemikiran ekonomi semakin dilupakan. Para sejarawan barat telah menulis sejarah
ekonomi dengan asusmsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan
tidak produktif. Sebgai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph
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Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. la memulai penulisan
sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh
selama 500 tahun, dikenal sebagai The Great Gap, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-
1274 M) (Karim A. A., 2010, hal. 9).

Permasalahannya adalah bagaimana ditemukan kembali jejak-jejak pemikiran
munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu
diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu halal-haram atau
berprinsip syariat Islam. Kelangkaan tentang kajian pemikiran ekonomi dalam Islam
sangat tidak menguntungkan, karena sepanjang sejarah, para pemikir dan pemimpin
Muslim telah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga
mereka dianggap sebagai para pencetus ekonomi Islam sesungguhnya. (Yulianti, 2010,
hal. 1)

Bila ditelurusi lebih lanjut, banyak tokoh-tokoh yang berperan penting dalam
sejarah pemikiran Ekonomi Islam yang mengemukakan ide yang cemerlang khususnya
dalam bidang kebiakan fiskal, diantara tokoh-tokoh tersebut adalah para khalifah Dinasti
Umayah. Namun beberapa ide pemikirannya dalam bidang ekonomi tersebut nyaris
terlupakan sama sekali. (Sukur, 2016, hal. 2)

Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar Il) khalifah yang menjadi sorotan
sejarah karena kegemilangannya dalam memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah.
Khalifah Umar 1l merupakan khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, beliau memerintah
setelah kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Meskipun masa kekhalifahannya
sangatlah singkat yaitu dua tahun, tetapi beliau berhasil menjadi mutiara dikening Dinasti
Umayyah, bahkan kekhalifahan Umat Islam seluruhnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan
bin Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Umawiy al-
Qurashy (Lestari, 2019). Beliau dilahirkan di Halwan salah satu kampung di Mesir tahun
63 H, dari rahim seorang Ibu yang bernama Ummu Asim dan seorang ayah bernama
Abdul Aziz. Selain mempunyai garis keturunan Bani Umayyah dari ayahnya, beliau juga
mempunyai garis keturunan Umar bin al-Khatthab yang ia dapatkan dari ibunya Laila
binti Ashim bin Umar bin al-Khaththab (Ash-Shallabi, 2017, hal. 15), maka dari itu

beliau memiliki julukan Umar Il karena watak dan perilaku beliau dalam memimpin



pemerintahan sama seperti kakeknya yaitu Umar bin al-Khatthab R.A.Umar Il juga
sering disebut sebgai khalifah kelima dari Khulafa ar-Rasyidin karena sifat-sifatnya
(Setiani, 2019, hal. 8). Beliau tumbuh dan berkembang di Madinah al-Munawwarah
sesuai dengan keinginan ayahnya (Abdul Aziz) yang pada waktu itu menjabat sebagai
Gubernur Mesir (65-85 H). Beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dengan
menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan al-Qur’an
dan Hadis di bawah pengawasan Salih bin Kaisar dan beberapa tabi’in seperti Abdullah
bin Utbah bin Mas’ud. (Sukur, 2016, hal. 4)

Umar Il merupakan seorang yang memiliki pribadi santun dan baik budi
pekertinya. Umar Il sudah menghapalkan al-Qur’an sejak kecil serta meriwayatkan
hadits-hadits dari ayahnya serta dari para perawi-perawi lainnya. Ketika ayahnya
meninggal maka khalifah pada saat itu, Abdul Malik memintanya untuk datang ke
Damaskus dan menikahi putri Abdul Malik yang bernama Fatimah. Beberapa waktu
kemudian, setelah kekhalifahan di pegang oleh putra pertama Abdul Malik yaitu al-
Walid, maka Umar Il pun diangkat menjadi gubernur di Madinah tepatnya pada 86-93 H.
Tidak lama menjadi gubernur, Umar Il dikembalikan lagi ke Damaskus, hal ini
disebabkan karena adanya ketidak cocokan antara al-Walid dengan Umar Il karena Umar
Il membela putera mahkota Sulaiman bin Abdul Malik. Hal ini pun yang menyebabkan
Sulaiman menunjuk Umar Il sebagai penggantinya dan mengabaikan surat wasiat
ayahnya untuk menunjuk saudaranya sebagai khalifah selanjutnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Pengangkatan Umar |l sebagai pengganti Sulaiman pada dasarnya tidak
disepakati oleh kalangan Umayyah atau keturunan Abu Sufyan lainnya dikarenakan
Sulaiman bin Abdul Malik melanggar wasiat ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, yang
menetapkan bahwa penggantinya nanti akan berturut-turut diisi oleh putra-putranya.
Urutan tersebut dimulai dari al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Keresahan dan
penolakan keluarga besar keturunan Umayyah ini akhirnya bisa diatasi karena mereka
mengetahui bahwa pengganti dari Umar Il nantinya akan tetap jatuh kepada Yazid bin
Abdul Malik, saudara Sulaiman. (as-Suyuthi, 2018, hal. 227).

Situasi, kondisi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan khalifah Umar 1l
dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Para khalifah sebelum Umar Il sudah

terbiasa menerapkan kebijakan yang membebani rakyat. Contohnya, penarikan pajak



yang berlebihan terhadap petani, sehinnga para petani membiarkan tanah mereka dan
berakibat banyaknya tanah yang terlantar dan dijual oleh pemiliknya. Selain itu pajak
yang dibayarkan kepada pemerintah tidak diditribusiakan secara merata, bahkan lebih
banyak yang masuk ke kantong keluarga Bani Umayah. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 467)

Tidak optimalnya penyaluran zakat, juga mengakibatkan banyak dari masyarakat
fakir dan miskin merasa tidak diperlakukan secara adil. Harta yang menumpuk di baitul
mal dan tidak disalurakan secara bijak mengakibatkan terhambatnya laju perekonomian
pada masa itu, dan juga mengakibatkan adanya jurang sosial. (Ash-Shallabi, 2017, hal.
461)

Permasalahan yang terjadi dibenahi oleh Khalifah Umar Il dengan kebijakan-

kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Diantaranya:

1. Mengembalikan harta yang diambil oleh keluarga Bani Umayah ke baitul mal.
Kebijakan ini dimulai dari keluraga Khalifah Umar Il sendiri dengan
mengembalikan harta yang beliau miliki yang berasal dari baitul mal.
Khalifah Umar Il juga menolak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara
kepadanya seperti kendaraan kekhalifahan, pengawal berkuda dan fasilitas
lainnya yang berbau kemewahan. (Sukur, 2016, hal. 6)

2. Mengurangi beban pajak (baik Jizyah, Kharaj maupun Usyur) yang
diterapkan kepada para petani. Dengan kebijkan ini para petani merasa lebih
leluasa untuk mengolah tanahnya tanpa takut dibebani pajak yang berat, dan
tanah yang tadinya terlantar bisa menghasilkan kembali. Khaifah Umar 1l juga
melarang para pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Larangan tersebut
ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan dengan
larangan itu para petani mersa diperhatikan, sebab disamping melarang Umar
Il juga memenuhi fasilitas ertanian yang dibutuhkan oleh para petani.
(Kuliman, 2016, hal. 63)

3. Pengoptimalan penayaluran zakat kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Umar Il sangat menekankan masyarakatnya untuk membayar
zakat, selain perintah Allah SWT, zakat bisa membantu perkembangan
perekonomian negara, dimana pendistribusian harta dari orang yang berlebih
bisa berjalan dengan baik dan benar. (Kuliman, 2016, hal. 62) Khalifah Umar



Il memerintahkan para gubernurnya untuk mendata para penerima zakat dan
menyerahkannya kepada mereka. Jika tidak ada orang miskin atau orang-
orang fakir atau orang-orang yang memerlukan , maka Kalifah Umar II
memerintahkan agar uang zakat dipakai untuk membeli para hamba sahaya
dan memerdekakan mereka dengan harta zakat. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 474)
Kebijakan yang diambil oleh Kalifah Umar bin Abdul Aziz disambut baik oleh
masyarakat, yang nantinya bisa berdampak positif terhadap perekonomian negara.
Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbesar adalah pada
masa Bani Umayyah saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (Khoeroni, 2015,
hal. 341). Atas dasar itulah penulis merasa sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut
terkait kebijakan-kebijakan khalifah Umar Il dalam memegang kekhalifahan khusunya
kebijakan dalam pengoptimalan pendapatan fiskal yang bersumber dari pajak dan zakat.
Oleh karena itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Optimalisasi
Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101
H/717-719 M)
. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaaman dalam pemaknaan dari judul skripsi
“Optimalisasi Pajak dan Zakat Pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz
(99-101 H/717-719 M)”. Maka penulis akan memberiakan definisi dan penjelasan

sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal

Menurut Wolfsonn sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal
policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi
sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. (Isnaini, 2017)
Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah
proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan
fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,
penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan
berubah-ubah. (Junaedi & Salistia, 2019)



Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal
merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk
mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi
kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran
yang bisa terjadi dalam berbagaisistem ekonomi.

Dengan demikian kebijakan fiskal dalam penelitian ini adalah usaha yang
dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya untuk
meningkatkan kesehatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat dengan
kebijakan yang diterapkan dalam bidang pengoptimalan pajak (kharaj, jizyah dan

‘usyur) dan zakat.

. Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ataau sering disebut oleh para sejarah Umar 11
adalah khalifah kedelapan dinasti bani Umayyah. Beliau diangakt menjadi khalifah
pada tahun 99 H setelah meninggalnya khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin
Abdul Malik. Beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
Meskipun masa pemerintahannya sanagt pendek, namun khalifah Umar Il telah
berhasil memakmurkan rakyat yang dipimpinnya dan menjadi catatan putih
kekhalifahan Dinasti Umayyah. (Al-Mishri A. b., 2014)

Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan kepada kebijakan yang
diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan kebijakan fiskal
di bidang pajak dan zakat, dalam rangka menumbukan perekonomian negara yang
beliau pimpin.

. Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (DPR, 2018) Keadilan dalam pemungutan
pajak biasanya diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar
dan kemampuan membayar (abiity to pay) pajak yang diukur dengan tingkat

penghasilan wajib pajak. Pada umumnya dirasakan adil bila orang yang kemampan



membayar pajak tinggi dikenai atau dipungut pajak yang tingi pula reltif terhadap
orang yang penghasilannya atau kemampuannya membayar pajak rendah.
Dalam tulisan ini pajak yang diamksud adalaah pajak yang berlaku pada masa
Umar bin Abdul Aziz. Pajak yang belaku dimasa itu ada tiga yaitu, jizyah, kharj dan
‘usyur.
a. Jizyah
Jizyah atau yaang sering disebut dengan poll tax merupakan sumber daya
fiskal yang khusus diberlakukan kepada masyarakat ahlu kitab (Nasraani, Yahudi,

Majusi). Jizyah secaaraa eksplisit disebutkan dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 29.
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Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
Keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jizyah merupakan hak
yang diberiakn Allah SWT kepada kaum Muslimin dari ahlu kitab karena
kededukan mereka yang berada di wilayaah atau pemerintahan Islam. (Dahlan,
2008)

b. Kharj

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-
tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari
taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara.
Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak
langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin
mengelolanya (baik Muslim atau non-Muslim) dengan syarat membayar pajak.
Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau
proporsional (mugasamah), artinya dikenakan sebagai bagian dari bagian total
dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan lainnya

tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (muwadhaf), ia diambil setiap
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setahun sekali.20 Namun demikian, secara spesifik besarnya kharaj ditentukan
berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis
tanaman termasuk marketability dan quantity), dan jenis irigasi. (Al Hasan &
Iman, 2017)

Para Ulama berbeda pendapat tentang waktu pertama Khraj diberlakukan.
Sebaagian ada yang berpendapat bahwa jizyah pertama kali diberlakukan paada
masa rasulullah Saw pada kasus tanah Khaibar. Pendapaat lain menyatakan
bahwa kharaj pertama kali diberlakukan padaa masa Umar bin Abdul Aziz
menjabat sebagai khalifah, yaitu pada saat pasukan Muslim menaklukan tanah
Persia dibawah komando Sa’ad bin Abi Waqqas. (Syakur, 2015)

c. ‘Usyur (Pabean)

‘Usyur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang
masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, ‘usyur hanya
dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih
dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan,
Rasulullah SAW memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai
terhadap barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-
menukar barang.

Tarif bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang
yang melintasi perbatasan negara. Adapun tingkat bea yang diberikan kepada
pedagang dzimmi adalah 5 persen, pedangang harbi 10 persen, dan kepada
pedagang Muslim sebesar 2,5 persen. ‘usyur yang dibayar kaum Muslim tetap
tergolong sebagai zakat yang dibayar setiap satu tahun sekali. (Al Hasan & Iman,
2017)

4. Zakat
Zakat secara bahasa merupakan lafadz mashdar (kata dasar) dari lafadz zakat
yang berarti suci, tumbuh, barakah, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi
kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepda golongan-golongan
masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur’an. Zakat dalam istilah figh

berarti seju,lah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan



kepada orang-orang yang berhak, disamping beraati mengeluarkan jumlah tertentu.
(Dahlan, 2008, hal. 19)

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, zakat diartikan
sebagai mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepda orang-orang
yang berhak menerima denagn syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Zakat
merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib. (Darsono,
Sakti, & Dkk, 2017)

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang penulis telah paparkan diatas, maka diperoleh rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Apa saja kebijakan yang diambil olen Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam
mengoptimal sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat?

Bagaimana dampak dari optimalisasi pajak, dan zakat pada masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz bagi kesejahteraan masyarakat?

Bagaimana relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam

mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

2.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz
dalam optimalisasi pajak dan zakat.

b. Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul
Aziz dalam optimalisasi pajak dan zakat.

c. Untuk mengetahui relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam
mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman
sekarang.

Manfaat Penelitian

a. Untuk memperoleh penegetahuan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah
umumnya terkait pembangunan negara dengan optimalisasi sumber daya alam,
pajak dan zakat sebagaimana diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul
Aziz.



E. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini dimaksudkam untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan
masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar
pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Buku Al-Amwal, karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Menjelaskan tentang
pandangan Hukum Islam tentang harta, termasuk di dalamnya banyak kebijakan Khalifah
Umar bin Abdul Aziz yang dijadikan rujukan oleh penulis buku.

Buku Tarikhul Khulafa, karya Imam as-Suyuthi, menjelaskan tentang
pemerintahan Islam mulai dari zaman Rasulullah saw. Sampai pada masa kerajaan-
kerajaan Islam. Dinasti Umayyah termasuk dalam pembahasan tersebut, yang dimulai
dari berdirinya, khalifah-khlaifah pada Dinasti Umayyah, kejayan dan kemunduran yang
menjadi konsentrasi dalam penelitian ini.

Buku Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz ulama dan Pemimpin
yang Adil, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, menjelaskan biografi dan perjalanan hidup
Umar bin Abdul Aziz. Mulai dari masa kecil beliau sampai pencapaian beliau dalam
memegang penerintahan.

Buku Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah, karya
Ali Muhammad Ash-Shalabi, berisikan biografi dan kebijakannya dalam menjalankan
pemerintahan.

Buku Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karya Abdullah
bin Abdil Hakam al-Mishri, berisikan sejarah kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul
Aziz ketika menjadi khalifah.

Skripsi Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M)
karya Mukhoer Abdus Sukur, menjelaskan kebijakan fiskal apa saja yang diambil oleh
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang
akan penulis lakukan adalah jika dalam penelitian penulis membahas secara spesifik
kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan pajak dan zakat.

Skripsi Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah
karya Sufriani, menjelaskan tentang keterkaitan kebijkan yang diambil Khalifah Umar

bin Abdul Aziz dengan teori siyasah syar iyah.
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Jurnal Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An Islamic
Political Economi Research, karya Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd Syakir Mohd
Rosdi, menjelaskan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya
bagi kesejahteraan rakyatnya.

Jurnal Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar
bin Abdul Aziz, karya Kuliman, menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan publik
Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau menjabat

sebagai khalifah.

No | Nama Penulis/Judul Hasil Penelitian Perbedaan
1 Mukhoer ~ Abdus  Sukur, | Kebijakan fiskal Pembahasan lebih umum
2015: pada masa Khalifah | tentang kebijakan fiskal
“Kebijakan Fiskal Khalifah | Umar bin Abdul yang diambil oleh
Umar bi Abdul Aziz(99-101 | Aziz. Khalifah Umar bin Abdul
H/717-720 M)~ Aziz.
2 Sufriani, 2017: Adanaya relevansi | Membahas tentang
“Kebijakan Politik Umar bin | antara kebijakan siyasah atau politik yang
Aziz dalam Perspektif politik Umar bin diterapkan oleh Khalifah
Siyasah Syar’iyah” Abdul Aziz dalam | Umar bin Abdul Aziz.
perspektif Siyasah
Syari’yah.
3 Nur Athirah Mohd Razif dan | Negara yang | Bukan hanya pajak dan

Mhd Syakir Mohd Rosdi: | dipimpin oleh | zakat yang dibahas di
Uswah Hasanah Country of | Khalifah Umar bin | penelitian ini akan tetapi
Khalifah Umar bin Abdul | Abdul Aziz bisa | membahas semua

Aziz: An Islamic Political | dijadikan  sebagai | kebijakan ekonomi politik

Economi Research. tolak ukur untuk | yanng di ambil oleh
menetukan Khalifah Umar bin Abdul
sejahtera atau | Aziz.

tidaknya  negara-
negara pada zaman

sekarang.

4 Kuliman, 2016: "Kebijakan Kebijakan Pembahasan umum
Pengelolaan Keuangan keuangan publik tentang kebijakan
Publik Pada Masa yang diterpkan oleh | keuangan publik Islam,
Kekhlifahan Umar bin Abdul | Khalifah Umar bin | tidak spesifik membahas
Aziz” abdul Aziz. tentang pajak dan zakat

seperti yaang
penulislakukan.
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F. Metode Penelitian
Untuk lebih mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis
memerlukan sebuah metode dengan tujuan pembahasan yang dikaji menjadi terarah dan
mencapai tujuan yang diharapkan.
1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian
keputakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
mtode pengumpulan data pustaka,membaca dan mencatat serta mengolah bahan
penelitian. (Zed, 2008, hal. 3) Dalam pengertian lain penelitaian kepustakaan adalah
jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan
dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya, (Sukur, 2016, hal. 14) yakni
buku-buku yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi negaraa pada masa
Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan
Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Penulis juga menggunakan pendekatan historis dalam menyelesaikan penelitian
ini, pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi
informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. (Haryanto,
2017) Penulis akan memaparkan keadaan sosio ekonomi yang terjadi pada masa
sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah.

2. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa
buku-buku, jurnal dan berbagai macam tulisan yang sudah pernah ada sebelum
penelitian ini, seperti kitab al- amwal karangan Abu Ubaid, Tarikh al-Khulafa
karya Imam as-Suyuthi, buku Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul

Aziz ulama dan Pemimpin yang Adil karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi

Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah, karya Ali

Muhammad Ash-Shalabi, Jurnal Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada

Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz, karya Kuliman, skripsi Kebijakan Fiskal

Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M) dan tulisan-tulisan yang lain

yang berkenaan dengan kebijakan pengoptimalan pajak dan zakat Khalifah Umar

bin Abdul Aziz .
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3. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan, selanjutnya data-data mentah
yang diperoleh akan diolah dengan teknik analisis data agar bisa disajian dengan
bahasa yang mudah dimengerti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adaalah content
analysis. Menurut Klaus Krippendorff dalam bukunya Content Analysis An
Itroduction Its Methology, dia menjelaskan bahwa content analysis is a research
technique for making replicable and valid inference from text or other meaning full
matter to the contexts their use (content analysis adalah teknik penelitian yang
digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks (atau
sumber tulisan yang lain) secara utuh sesuai dengan konteks penggunaannya.
(Krippendorff, 2018, hal. 24)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang kebijakan
pengoptimalisasian pajak dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan harus selalu sistematis dan saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya agar dapat mendeskripsikan dan menghasilkan hasil penelitian yang
maksimal. Sistematika penulisan ini ialah deskripsi tentang uraian penelitian yang
digambarkan secara sekilas dalam bentuk bab-bab. Untuk mempermudah dalam
memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi pokok bahasan ke dalam lima bab.
Sistematika tersebut meliputi:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan
sistematika penulisan. Didalam latar belakang masalah, penulis paparkan secara sekilas
kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai seorang
khalifah khususnya kebijakan yang berkenaan dengan pengoptimalisasian pajak dan
zakat. Dari latar belakang menghasilkan masalah-masalah yang akan penulis bahas dalam
penelitian ini. Selain itu juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian ini serta kajian

pustaka dan metodologi penelitian yang mendukung penelitian ini.
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Bab Kedua, adalah landasan teori yang berisikan teori-teori yang terkait dengan
tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian
ini, landasan teori berupa tulisan-tulisan yang ada sebelum penelitian ini dilakukan terkait
tentang teori kebijakaan fiskal baik dalam konteks konvensional maupun dalam konteks
ekonomi Islam. Selain itu penulis juga memaparkan kebijakan fiskal masa Khalifah
Umar bin Abdul Aziz yang berkenaan tentang pengoptimalisasian pada bidang pajak dan
zakat.

Bab Ketiga, adalah pemaparan biografi Umar bin Abdul Aziz dari kelahiran, sifat-
sifat yang menonjol dari beliau, masa sebelum pengangkatan menjadi khalifah, gambaran
ekonomi masyaraakat sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi
khalifah, gambaran corak kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai kepada
karya-karyanya.

Bab Kempat. Adalah pemaparan dan pembahasan hasil penelitian mengenai
kebijakan pengoptimalisasian paja dan zakat padaa masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Bab Kelima, adalah pentup yang mencakup kesimpulan keseluruhan dari
penelitian yang penulis lakukan, dengan saran-saran yang penulis berikan.
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BAB 11

LANDASAN TEORI

A. KEBIJAKAN FISKAL
1. Definisi Kebijakan Fiskal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan
pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu
fiscus yang merupakan nama dari seseorang yang memiliki atau memegang
kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa

Inggris fiskal disebut fisc yang berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar

masuknta uang yang ada dalam kerajaan. (Maulida, 2018)

Para ahli banyak merumuskan tentang definisi atau pengertian dari kebijakan
fiskal, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal
policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.
(Rahmawati, 2016)

b. Menurut Mannan dan Gusfahmi, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah
untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan,
yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

c. Samuelsen dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses
pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan
fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,
penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan
berubah-ubah. (Rahmawati, 2016)

d. | wayan Sudirman menyatkan bahwa kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam
pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai kebijakan ekonomi
yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya

ditetapkan dalam rencana pembangunan. (Sudirman, 2014)
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e. Menurut Sukirno, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah
untuk membuat perubahan-perubahan dalam sitem pajak atau dalam
pembelanjaannya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi
yang dihadapi. (Aini, 2019)

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan sektor
pendapatan negara yang berasal dari pajak dan distribusinya dalam rangka
tercapainnya pembangunan nasional.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
optimal. Dengan kata lain kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal
adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat
mengurangi  kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil
pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. (Sari, 2015)

2. Jenis Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan Fiskal Surplus (Kebijakan Fiskal Kontraktif)

Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan fiskal yang diakukan oleh
pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan lebih kecil dari pada
pendapatan. Dengan kebijakan memperkecil jumlah pembelanjaan (pengeluaran)
anggaran dana pemerintah, diharapkan jumlah permintaan masyarakat terhadap
barang dan jasa secara umum tidak meningkat. Jika permintaan atas barang dan
jasa meningkat atau turun, maka harga barang akan turun atau tidak meningkat.
Jika harga barang menurun atau tidak meningkat maka inflasi dapat di cegah atau
diatas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal surplus ini biasanya digunakan
pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang yang
diakibatkan jumlah uang beredar melebihi jumlah uang yang dibutuhkan
masyarakat).

b. Kebijakan Fiskal Anggaran Defisit (Kebijakan Fiskal Ekspansif)

Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh
pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan pemerintah (pengeluaran)

lebih besar dari pada pendapatan pemerintah (penerimaan). Peningkatan jumlah
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anggaran yang di gunakan untuk pembelanjaan (pengerluaran) yang tidak
sebanding dengan pendapatan negara, akan menyebabkan negara tersebut
mengalami kekurangan (defisit). Kebijakan anggaran defisit ini pada umumnya
digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi
negara. dengan kondisi anggaran dana negara yang defisit, pemerintah akan
mencari dana dari pihak lain untuk memajukan usaha dan ekonomi negara.
Terdapat banyak pantangan dalam kebijakan ini seperti pelaku harus jujur, tidak
boros, tidak korupsi, dan mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang
akan terjadi (walaupun kemungkinan buruk).

Secara teori, kebijakan ekspansif ditempuh pada saat perekonomian dalam
kondisi lesu. Dalam kondisi investasi swasta melemah, maka Pemerintah harus
mengambil alih melemahnya peran swasta tersebut dengan meningkatkan
belanjanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, defisit APBN dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh
melebihi 3 persen dari total PDB. Tujuan dari batasan defisit tersebut adalah
untuk menjamin agar kebijakan ekspansif pemerintah tetap menjamin APBN tetap
dalam kondisi sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan
APBN setiap tahunnya, Pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap
terkendali di bawah batas ketentuan perundangan. (Puskaji Anggaran, 2017)

c. Kebijakan Fiskal Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan
oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan dan pendapatan yang
berimbang ( sama-sama besar). Pemerintah mengendalikan jumlah pembelanjaan
tidak boleh lebih besar dari pada jumlah pendapatan dan jumlah pendapatan juga
tidak lebih besar dari pada jumlah penerimaan. Hal tersebut akan dapat
menguntungkan bagi negara karena pemerintah tidak perlu hutang kepada pihak
lain. (Puskaji Anggaran, 2017)

3. Instrumen Kebijakan Fiskal
Dalam perspektif ekonomi konvensional, menurut Adiwarman Karim

menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat
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beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna

menjalankan pemerintahan, antara lain: (Karim A. A., 2017)

a. Melakukan Bisnis

Melakukan bisnis pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan

lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini
diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu
sumber pendapatan negara.

b. Pajak
Pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik
pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak
pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak
yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya
sehingga dapat menimbulkan ketidakstabila.

c. Meminjam Uang
Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang
lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya.
Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa
di kemudian hari merekaharus membayar pajak yang lebih besar untuk
membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat
sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

4. Fungsi Kebijakan Fiskal
Dalam prakteknya kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi Stabilisasi Ekonomi
Fungsi sthilisasi ekonomi yang diperankan kebijakan fiskal memiliki fitur

jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangaka pendek, kebijakan fiskal dapat
digunakan terutama untuk mengimbangi dampak guncangan ekonomi makro yang
menciptakan kesenjangan besar atau persisten antara permintaan agregat dan
output potensial sehingga membantu mencegah pengangguran siklikal yang
berlebihan dan tekanan inflasi serta resiko pemanasan ekonomi. Sementara dalam

jangka panjang, fungsi stabilisai ini berkaitan dengan upaya mempertahankan
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agar defisit fiskal dan utan negara berada pada jalur yang sustainable, sehingga
keuangann negara tidak menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi makro. (Nizar,
2017)

. Fungsi Alokasi

Dalam menjalankan fungsi alokasi sumber daya, fokus kebijakan fiskal
adalah pada potensi pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui
kebijakan pengeluaran dan pajak yang meningkatkan efisiensi (teknis dan alokasi)
dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka panjang dengan mengatasi
kegagalan pasar yang kritis. Dalam konteks kekinian, fungsi alokasi ini lebih
populer dengan sebutan kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan
(growth-friendly fiscal policies), yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh,
baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi
jangka menengah dan jangka panjang.

Dari sisi pengeluaran, penggunaan sumber daya harus berorientasi pada
belanja yang lebih produktif. Langkah pengeluaran yang ramah pertumbuhan
diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan
menstimulasi stok modal fisik, angkatan kerja, dan produktivitas. Peningkatan
modal fisik diupayakan melalui investasi pemerintah, terutama dalam
infrastruktur. Banyak negara emerging markets dan negara berkembang yang
mengatasi kemacetan infrastruktur melalui investasi pemerintah. Namun negara-
negara dengan fiscal space terbatas, seperti Brasil misalnya, mencoba
menawarkan insentif bagi partisipasi sektor swasta dan pembiayaan serta
pengelolaan investasi publik yang lebih efisien.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih
baik untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan partisipasi di pasar tenaga
kerja. Misalnya melalui kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih intensif dan
pengeluaran yang ditargetkan untuk kelompok tertentu, seperti yang dilakukan
Jerman, Italia, dan Jepang. Demikian pula pengeluaran melalui transfer sosial
untuk memperbaiki akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang
diimplementasikan negara-negara emerging markets dan negara berkembang

untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih besar dan lebih produktif.
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Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, kebijakan pengeluaran
juga perlu diarahkan untuk mendorong inovasi, seperti subsidi untuk riset dan
pengembangan (research and development, R&D) (Nizar, 2017)

Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mempunyai kaitan erat dengan berbagai persoalan yang
terjadi di masyarakat, seperti keadilan, falsafah, solidaritas, dan moral dalam hal
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan
tersebut, penting untuk digaris bawahi bahwa pada dasarnya kebutuhan setiap
elemen berbeda satu dengan yang lainnya karena mempunyai karakteristik yang
sangat terbagi-bagi atau dapat dikatakan bersifat relatif, maka untuk mencapai
sesuatu yang disebut “absolute equal distribution of income” susah tercapai.
Disinilah peran kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mengurangi perbedaan
pendapatan antar individu dalam masyarakat.

Salah satu implementasi fungsi ini adalah pengeluaran pemerintah dalam
upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antar individu dan daerah. Pada
dasarnya tujuan akhir dari mengimplementasikan fusngsi distribusi ini adalah
menurunnya jumlah penduduk miskin suatu negara. (Sauri & Muktirrahman)

. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sangat kompleks, yaitu mencapai
sebuah perekonomian yang makmur dan sejahtera. Disamping itu kebijakan fiskal
juga memiliki tujuan menentukan arah, bidikan, dan prioritas pembangunan
bangsa atau pembangunan nasional yang nantinya akan menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal
adalah: (Prabandaru, 2019)

a. Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya fungsi
alokasi yang dimiliki kebijakan fiskal, diharapkan bisa mengurangi masalah
kemiskinan suatu negara.

b. Mempertahankan stabilisasi harga pasar yang bersifat fluktuatif. Karena jika
harga pasar ini tidak mengalami kestabilan akan berakibat fatal bagi

perekonomian suatu negara.
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c. Memacu pertumbuhan ekonomi negara, karena pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu kewajiban yang harus diupayakan oleh pemerintah.
Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk mencari inovasi baru yang
mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara.

d. Mendorong laju investasi. Dengan perekonomian yang stabil, suatu negara
akan mampu menyerap investasi yang bersumber baik dari luar maupun dari
dalam negara itu sendiri yang berdampak pada pembangunan nasional dan
lain sebagainya.

e. Tercapainya keadilan sosial di masyarakat. Dengan kebiajakan fiskal yang
tepat dan efektif yang ditetapkan oleh pemerintah dan didorong oleh faktor-
faktor lain, diharapkan akan berdampak kepada pemerataan sumber daya yang
dimiliki negara, dan lebih jauh terjadinya keadialn sosial yang dirasakan oleh
masyarakat.

B. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal didefininisikan sebagi kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh
pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju
pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik.

Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan
kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material
dan spiritual. Oleh karena itu nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap
kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah.Lebih spesifik lagi, kesejahteraan yang
dimaksud dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam
pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekyaan berimbang, dengan
mendapatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tinakt yang sama. (Dahlan, 2008, hal.
94-95)

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu
dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara

Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan
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makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri
kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah (Rozalinda, 2014):

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi
defisit anggaran.

2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan
tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan
tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.

3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.
Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil
keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

4. Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur mendapatkan
perhatian dan porsi yang besar dalam Islam, dikarenakan infrastruktur nantinya
akan menunjang kegaiatan masyarakat baik kegiatan keagamaan, soial budaya
maupun ekonomi. (Karim A. A., 2017)

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum Muslimin cukup
berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang
diselenggarakan pada lembaga baitul mal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana
perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman
awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah
zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam
yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai
ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi
sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

Walaupun ada beberapa tujuan hampir sama dalam kebijakan fiskal antara
ekonomi Islam dengan ekonomi modern seperti dalam aspek keseimbangan,
pertumbuhan dan pembagian yang adil. Akan tetapi, Islam mengaplikasikannya dengan
tujuan untuk menerjemahkan aspek dan nilai hukum Islam. Seperti penerapan Islam
terhadap kewajiban zakat merupakan bukti realisasi dari layanan Islam. Juga larangan
Islam terhadap pembayaran dalam segala model pinjaman (loan) dengan mekanisme

bunga. Membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dimanipulasi oleh pekerjaan
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dengan perhitungan suku bunga tersebut untuk mencapai keseimbangan ekonomi.
(Dahlan, 2008)
1. Fungsi Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

a. Alokasi Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan
kebijakan fiskal tidak boleh dipraktekan sebagaimana pada sumber pendapatan
lain. Sumber daya yang harus digali secara optimal demi kebutuhan dan
kemakmuran generasi selanjutnya dan tidak berlebih-lebihan (extravagance).

Sistem Islam menginterpretasikan efisiensi dalam bentuk keserasian
hubungan antara kebutuhan material dan spiritual sehingga penggunaan sumber-
sumber dana harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
Tidak dibenarkan pengalokasian sumber daya untuk kebijakan pengeluaran yang
berlibihan (israf), yaitu kebijakan tidak berdimensi substansial dan tidak untuk
kepentingan masyarakat.

Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu (private sector),
yang pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kepentingan generasi
berikutnya. Seperti, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dasar setiap
individu (sandang, pangan dan papan). Pada kondisi tertentu seseorang tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokonya, maka negara wajib menjamin kebutuhan
pokok tersebut.

Dalam skala umum (sektor publik) pemerintah harus menyediakan
fasilitas-fasilitas masyarakat umum seperti jalan-jalan, keamanan juga pertahanan.
Dengan demikian pembahasan tentang kebutuhan pokok, sebenarnya tidak
terbatas pada pemenuhan sandang, pangan papan saja, namun kebutuhan-
kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan yang
tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam sistem Islam, negara wajib
menyempurnakan sektor pendidikannya melalui sistem pendidikan bebas biaya
bagi seluruh rakyatnya, dan negara berkewajiban pula untuk menjamin semua
yang dibutuhkan untuk keperluan kesehatan, dan semua dananya ditanggung oleh

baitul mal.
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Dalam memerapkan kebijakan alokasi ini perlu ditekankan bahwa
kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam tidak bebas nilai, namun harus
ditopang oleh tuntunan syari’ah. Pertimbangan nilai-nilai moral harus selalu
dijaga dalam menggambarkan kerangka kebijakaan fiskal. Bandingkan kebijakan
fiskal negara sekuler ditujukan hanya untuk peneluaran suber dana sangat efisien
untuk memperoleh hasil manfaat materi sebesar-besarnya bagi masayarakat.
(Dahlan, 2008, hal. 97-98)

. Distribusi Pendapatan

Pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi dapaat mengatur bagaimana
seharusnya sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien.
dengan adanya fungsi distribusi, pemerintah harus memastikan dan mengawasi
bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan,
berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. (Adiba & Hijriah, 2015)

Idealitas kebijakan distribusi pendapatan bukan pengeluaran yang sama
bagi seluruh masyarakat, tetapi pertimbangan kondisi objektif dari masyarakat
tersebut. Rasulullah Saw pernah membagi secara sama rata ghanimah perang
Badar kepada seluruh shahabat. Pada kesempatan lain, Rasulullah sa membagi
harta ghanimah yang berupa ratusan unta hanya kepada shahabat-shahabat dari
kalangan Muhajirin saja, yang memang rata-rata miskin dan tidak kepada
seorangpun dari kalangan shahabat Anshar yang rata-rata mampu. (Dahlan, 2008)

Pilar-pilar yang harus diprnuhi oleh pemerintah menurut Ahmad (1996)
untuk (Huda & dkk, 2012) menjalankan fungsi distribusinya adalah:

1) Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi.
Kepentingan sosial harus diletakan atas kepentingan pribadi, jika yang
terjadi sebaliknya maka fungsi distribusi tidak akan berjan dengan baik.
Dalam Islam hak individu memang diakui eksistensinya, tetapi Islam tidak
menghendaki jika kebebasan tersebut melanggar hak individu yang lain.
Tindakan pelanggaran terhaadap hak orang lain tidak dikehendaki dalam
syariah . kegiatan tersebut antara lain penimbunan barang, penimbunan

uang, penetapan harga jual yang sangat tinggi, tindakan mengurangi
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timbangan barang dagang, monopoli dan tindakan lainnya yang
mementingkan kepentingan individu.

Penentuan standar publik mengenai standar kebutuhan minimum.
Pemerintah harus memiliki taget mengenai standar pemenuhan kebutuhan
minimum masyarakat. Dengan adanya standar ini memudahakan
pemerintah untuk mengelompokan dan mengklarifikasi level-level yang
ada pada standar yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu diingat, adanya
level-level ini tidak bertujuan untuk diskriminasi, melainkan untuk
mempermudah treatment seperti apa yang harus diterapkan, agar seluruh
lapisan masyarakat bisa meraskan distribusi yang merata dan mengangkat
tingkat kesejahteraan secara adil. Standar kebutuhan minimum ini dalam
perspektif Islam, tidak hanya kebutuhan material saja, melinkan standar
tersebut harus meliputi kebutuhan spiritual dan sosial lainnya, misalnya
standar kecukupan sekolah dan fasilitas ibadah.

Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.

Adanya fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal secara material bertujuan
untuk mengahapus konsentrasi kekayaan dan eksploitasi oleh segelintir
masyarakat saja. Negara dapat melakuakn intervesi langsung yang
terwujud dalam mengambil kebijakan tentang anggaran pndapatan dan
belanja negara. Pada anggaran pendapatan, pemerintah dapat menargetkan
penerimaan negara. Pada sisi pembelanjaan pemerintah  dapat
mengalokasikan anggaran belanja negara yang bertujuan untuk
memakmurkan masyarakat. Pemerintah dapat mendistribusikan sumber
daya cara pembangunan misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang
memadai, sehinnga seluruh masyarakat wilayah dapat menikmatinya sama
dengan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pusat pemerintahan
dan ekonomi.

Dalam Islam, terdapat perintah Allah SWT supaya kekayaan dan sumber
daya terdistribusikan kepda orang-orang yamg mebutuhkan dan kekyaan
tidak berkonsentrsi pada segeintir orang atau kelompok saja. Allah SWT

berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:
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EECI - NN A [ E PSSRV O (T
S Y o 038 050 Y 5 s s isleddis
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang ”dib(/erikan /AIIah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
Kebijakan yang mengutamakan sektor riil dan melarang pengunaan suku
bunga.
Pemerintah harus memerangi penggunaan suku bunga dan lebih
mengutamakan sektor riil. Jika suku bunga masih diterapkan dalam
perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi
yang terjadi secara sistematis. Perekonomian akan diwarnai dengan
tindakan spekulatif. Dampak buruk penggunaan suku bunga adalah tidak
stabilnya nilai mata uang karena tergerus inflasi.
Pengahapusan bungan adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah,
jika hal tersebut tidak dilakukan para pemegang likuiditas cenderung lebih
suka menginvestasikan uangnya pada surat-surat berharga di pasar uang,
terutama sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tanpa menghadapi
risiko gagal investasi, semua dana inisial dan suku bunga dipastikan aman
dan terjamin lancar dalam proses pengembaliannya. Dampaknya adalah
investasi di sektor riil akan menyusut. Jika investasi sektor riil berkurang,
maka terjadi perlambatan sektor riil sehingga kuantitas supply barang dan
jasa di pasar akan menyusut pula. Dampaknya secara ekonomi adalah
pengangguran meningkat karena investasi di sektor riil menyusut,
lapangan kerja menurun sedangkan penduduk usia produktif terus
meningkat, harga barang dan jasa juga akan meningkat karena pasokan
barang semakin sedikit.
Menurut Chapra (1996) pengangguran, kelangkaan barang, dan inflsi
merupakan Kkriteria dimana proses distribusi suatu negara sedang
memburuk, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati

tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang adil. Jika kondisi tersebut
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terjadi, maka sistem ekonomi yang berjalan telah menyimpang dari salah

satu tujuan penting Islam dalam perekonomian, yaitu keadilan sosisal

dalam hal distribusi harta dan kekayaan.
c. Stabilisasi

Stabilitas merupakan suatu kondisi sosial ekonomi yang memiliki risiko
minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan
utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis
baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya
merupakan hak Allah SWT. Target stabilitas sosial adalah terciptanya interaksi
sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, sehingga setiap individu dapat
menikmati kehidupan sosial yang kuat secara spiritual, sejahtera, dan adil. Target
stabilitas ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan yang tinggi dengan
pemanfaatan sumber daya penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat
berlangsung secara berkelanjut. (Huda & dkk, 2012)

Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial supaya masyaraakat tenang
dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitas ekonomi dapat
dicapai. Stabilitas juga menjadi jaminan tersalurkannya sumber daya ekonomi
secara adil. Tanpa adanya stabilitas ekonomi, maka proses alokasi dan distribusi
akan terhambat karena instabilitas identik dengan suatu kondisi distorsi yang
terjadi. Cara pemerintah untuk dapat mempertahankan proses alokasi dan
distribusi agar tetap berjalan dapat ditempuh dalam bentuk intervensi langsung
maupun intervensi melalui regulasi.

Pemerintah pada prinsipnya dalam menjaga stabilitas perekonomian, yang
harus dikendalikan adalah jumlah pasokan barang dan jasa dipasaran, baik
melalui kebijakan produksi maupun ekspor-impor. Jika pasokan barang dan jasa
sudah berada pada level yang aman untuk jangka pendek maupun jangka panjang,
maka nilai mata uang dan stabilitas harga dapat dikendalikan relatif lebih mudah.
Negara tidak perlu khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan jasa,
sehingga gejolak harga dan nilai mata uang pun akan relatif lebih kecil terjadi di
pasar. (Adiba & Hijriah, 2015)
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Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam
Sama seperti dengan kebijakan fiskal konvensional, instrumen kebijakan
fiskal dalam Islam terdiri dari dua instrumen, yaitu pendapatan negara dan belanja
atau pengeluaran negara, yang membedakannya adalah tujuan akhir dari kedua
instrumen tadi, dalam Islam bukan hanya kesejahteraan secara materil saja, akan
tetapi menjangkau pada ranah kesejahteraan spriritual.
a. Sumber Pendapatan Negara dalam Islam
1) Zakat
Zakat secara bahasa merupakan lafadz mashdar (kata dasar) dari lafadz zakat
yang berarti suci, tumbuh, barakah, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama
bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada
golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur’an.
Zakat dalam istilah figh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh
Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping
berarti mengeluarkan jumlah tertentu. (Dahlan, 2008)
Dalam kitab al-Minhaaju al-Qawiimu yang ditulis oleh Syihabuddin Ahmad,
beliau menjelaskan pengertian zakat sebagaai berikut: (al-Haitami, hal. 96)
O 35T g osle g Je 0% i Ju 2p g W 1 53 08
Sy
Atinya: Zakat secara istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan ndari harta atau
badan atas sebab yang khusus, dan zakat adalah salah satu dari rukun Islam.
Menurut Ibnu Qashim al-Ghaazi dalam kitab Fathu al-Qariibu menjelaskan
bahwa zakat adalah: (al-Ghazi, hal. 21)

up” ?/: E\-;-E LL./S :}1}:23 uﬁ” ?/: 4\-; :;'f j\-;'j;i uﬁ” ?/: 4\.3./3 ;-:“l

Artinya: adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang
tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat
adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha
yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (BAZNAS, 2019)
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Zakat terkadang juga disinonimkan dengan shadagah, atau infag.sebaagian
ulama figih mengtakan bahwa sahadagah wajib dinamakan zakat, sedangkan
shadagah sunnah dinamakan infag. Sebagian yang lain mengatakan infaq
wajib dinamakan zakat, dan infaq sunnah dinamakan shadagah. Dalam kitab-
kitsb figih harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam, taitu zakat fitrah
dan zakat harta (mal). Kemudian zakat harta dibagi lagi menjadi beberapa
sub bagian, yakni zakat emas, perak dn perhiasan, zakat hewan dan produk
hewani, zakat pertanian dan hasil bumi, zakat barang perdagangan, zakat
rikaz dan barang tambang.

Secara teoritis zakat bisa dijadikan suplemen pendapatan permanen dalam
pembangunan keuangan publik Islam. Yang bisa membantu meningkatan
pendapatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Seperti yang diperintah
oleh Allah dalam QS bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan
(ashnaf)

S o #38 adidly Wl Guwy gstedy Sl S &

B e g B o R L)) s B e 35 G Wi
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
Tujuan utama dari zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan yang
lebih merata. Selain bertujuan sebagai distribusi, zakat merupakan sauatu
kegaiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegaiatan ekonomi.
Jizyah
Jizyah atau bisa disebut dengan poll tax adalah pajak yang dibayar oleh
orang-orang non-Muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan
layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan
keamanan dari Negara Islam.

Secara eksplisit jizyah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 29.
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
Keadaan tunduk.

Juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw.

UG L ales A8 A6 256 20 Y] 4 Y 3z & s o el A ¢
(sl oly)) i 2 & e 3 82 ) 40
Artinya: Aku diperinyah untuk memerangi manusia sampai mereka mau
mengatakan laa ilaaha ilallah. Barang siapa telah mengucapkannya maka

terjaga dariku, dirinya dan hartanya kecuali sesuatu yang menjadi haknya, dan
pertanngung jawabannya adalah terhadapa Allah SWT.(HR. Bukhori)

°

=
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Menurut M. Abdul Mannan regulasi penetapan jizyah merupakan pajak yang
dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang
diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi
kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk
pembebasan dari tugas militer. Dalam prakteknya jizyah tidak diwajibkan bagi
anak-anak, perempuan, orang gila, dan budak.

Penerapan jizyah sebagai kewajiban bagi kaum non-Muslim selain sebagai
pemasukan negara, tetapi juga sebagai pemerataan kewajiaban yang
berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun non-Muslim
mempunyai kewajiban yang sama dalam usaha memakmurkan dan
mensejahterkan negara, karena mereka sama-sama memperoleh fasilitas dan
sarana. Kaum Muslimin membayar zakat dan kaum non-Muslim membayar
jizyah, sehingga tidak muncul kecemburuan sosial antar kedua golongan.
(Sumardi, 2013)

Khalifah Umar bin al-Khatthab merupakan khalifah yang mempraktikan

jizyah secara sistematis dari aspek jumlah yang dikenakan kepada setiap
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individu didasarkan pada tingkat penadapatan. Adapun jumlah jizyah dapat
dilihat pada tabel berikut. (Dahlan, 2008)

Jumlah Keterangan

48 dirham | Kewajiaban bagi orang kaya denngan Klasisfikasi mempunyai
pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.

24 dirham | Kewajiban bagi orang yang memiliki penghasilan menengah.

12 dirham | Kewajiban bagi orang yang miskin yang bekerja dengan
penghasilan rendah.

3) Kharj

Kharaj atau land tax secara bahasa berasal dari kata akhraja-yakhruju
ikhrajan, yang berarti mengeleuarkan. Sementara menurut sebagian ulama
kharaj merupakan kata asing yang dirabkan. Sebagian ulama mengatakan
bahwa kata kharaj bersal dari kata Aramanic dan masuk kedalam bahasa arab
mellui bahasa Persia. Sementara Daairat al-Ma aarif al-Islamiyah
menyatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia Choeregia yang berarti
pajak. (Syakur, 2015)

Pengertian tentang kharaj secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash al-
Qur’an, dan hal ini yang menimbulkan banyak interpensi tentang kharaj yang
dijelaskan oleh para pakar. (Dahlan, 2008) secara harfiyah kharaj merupakan
pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang
produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan
pemerintah Islam yang kemudian dijadikan milik negara. Namun pada
perkembangannya, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak angsung diambil
sebagai harta kepemilikan negara, tetapi diberikan kepada orang yang ingin
mengelolamya (baik Muslim  maupun non-Muslim) dengan syarat
membayrkan sebagian hasil tanahnya kepada pemerintah. (Al Hasan & Iman,
2017)

Awal mula diberlakukannya kharaj adalah pada masa Khlaifah Umar bin al-
Khatthab. Kharaj sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam telah
memberikan andil yang besar dalam perkembangan sejarah Islam. Sebagian
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besar penerimaan negara sejak masa kepemimpinan Umar bin al-Khatthab
sampai dengan masa kemunduran Islam adalah berasal dari kharaj.

Regulasi kharaj diberlakukan, bermula ketika penaklukan tanah Sawad di
Irak dibawah panglima Sa’ad bin Abi Waqqas, Khalifah Umar bin Khattab
tidak membagi tanah Sawad tersebut kepada pasukan kaum Muslimin,
namun tanah tersebut dikuasai Negara dengan menerapkan kharaj pada tanah
tersebut yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun kepada negara.
(Syakur, 2015) kebijakan tersebut berimplikasi penduduk Irak sangat
bergembira dengan Islam, karena tanah mereka tidak dirampas oleh
pemerintah dan hanya membayar pajak tanah yang jauh lebih kecil
dibandingkan dengan pajak yang biasa dibayarkan kepda Kisra-kisra Persia
sebelum Islam. Dana Kharaj yang masuk ke baitul mal menjadi pemmasukan
tetap negara, yang dipergunakan untuk membayar gaji gai anggota tentara,
hakim dan lain-lain. (Dahlan, 2008)

Jenis kharaj bisa dibedakan menjadi dua dari segi jenis tanahnya, yaitu
ardlun sulhi, dan arldun ‘unwah. Dari terminologi ini kemudian
dikembangkan bahwa kharaj terdiri dari kharaj shulhun, yaitu kewajiban
kharaj terhadap tanah yang ditaklukan dengan cara damai, jenis kharaj ini
akan berhenti diberlakukan jika sang pemilik tanah masuk Islam, dan kharaj
‘unwah yaitu kharaj yang dibebankan terhadap tanah yang ditaklukan dengan
cara berperang, jenis kharaj ini akan selamanya ditarik, baik pemiliknya
masih menjadi ahlu kitab atau sudah menjadi seorang Muslim.

Kharaj juga bisa dibagi menjadi dua jenis dilihat dari mekanisme
pemungutannya, yaitu kharaj mugasimah (menurut perbandingan) dan kharaj
wazifah (tetap). Kharaj mugasimah ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti
stengah atau sepertiga dari hasil panen. Sedangkan kharaj wazifah adalah
beban khusus pada tanah sebanyak hasil tanam atau uang persatuan lahan.
Kebijakan Khalifah Umar untuk tidak membagi tanah harta rampasan perang
kepada para pasukan dan memilih untuk mengelolanya dengan kebijakan
kharaj ini, berimbas positif bagi keadaan sosio ekonomi dimasyarakat.

Dengan adanya kebijakan kharaj ini mengurangi kesenjangan antara orang
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kkaya dan orang miskin dalam masyarakat Islam, kareana kharaj pada masa
Khalifah Umar diberlakukan berdasarkan pada luas tanah dan diseuaikan
dengan jenis tanaman yang dihasilkan. Jika hasil panen menurun maka
kewajiban kharaj pun akan menurun.

‘Usyur (Pajak Perdagangan)

‘Usyur merupakan pemasukan negara yang dihasilkan dari perdagangan
internasional. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan
olen Khalifah Umar Ibn al-Khattab dihadapan para sahabat, dan khalifah
Umar Ibn al-Khattab yang pertama menerapkan sistem ‘usyur. Pajak ‘usyur
(bea cukai) tidak hanya dikenakan atas barang yang masuk ke dalam wilayah
Islam untuk dijual saja, melainkan barang-barang yang dibeli dari negara
Islam (barang yang keluar) untuk diperdagangkan juga dikenai pajak usyur.
Penerapan pajak bea cukai hanya diberikan untuk barang-barang yang
diperdagangkan, bukan untuk konsumsi pribadi. Barang-barang yang haram
seperti babi, minuman keras dan lain sebagainya tetap dikenakan pajak
‘usyur apabila lewat dari 200 dirham. (Affandy, Djalaluddin, & Munir, 2018)

5) Fay’

6)

Secara istilah sumber pendapatan fay’ dapat diartikan sebagai harta yang
diperoleh kaum Muslimin dari orang-orang Kkafir tanpa melakukan
peperangan atau dengan jalan damai.
Pembagian fay’ telah dijelaskan dengan jelas dalam al-Qur’an QS. Hasyr
ayat 7: (Dahlan, 2008)

Ay Gl Jially B i 8T e i e ol G
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Artinya: Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
Ghanimah
Berbeda dengan fay’, harta rampasan perang atau ghanimah memiliki

berbagai jenis harta dan hukum tersendiri. Secara bahasa, ghanimah berasal
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dari kata ghanama-ghanimat yang berarti memperoleh jarahan (rampasan
perang). Secara istilah ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum
Muslimin dari musuh melalui peperangan dan harta ini bagian dari salah satu
sumber utama pendapatan negara Islam. (Jaelani, 2018)

Menurut Abu Yusuf ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum
Muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan
pasukan, kuda-kuda, dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam
hati kaum Musyrikin. Karena itu, ghanimah diperoleh dengan melakukan
tindakantindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung, sedangkan
harta yang diambil kaum Muslim tanpa peperangan dan kekerasan
dinamakan fay’. (Jaelani, 2018)

Seperti halnya fay’, distribusi ghanimah juga telah diatur secara eksplisit di

dalam al-qur’an surat al-Anfal ayat 41
dstely iy s Jally b B 56 o o s O il
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Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul,
Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil

Dari ayat tersebut dapat dijeaskan bahwa setiap terjadi peperangan antara
umat Muslim dan kaum kafir maka segala barang yang bergerak dan dapat
dipindahkan maka barang-barang tersebut termasuk dalam ghanimah. Di
mana seperlima termasuk hak Allah, Rasulullah, anak yatim orang-orang
miskin dan ibn sabil, sedangkan pasukan memperoleh empat per lima
sisanya.Yang dimaksud hak Allah dan Rasul-Nya, menurut lbnu Taimiyah
bukan semata-mata untuk kekayaan pribadi Rasulullah, akan tetapi bisa
dibelanjakan untuk kepentingan publik dan pemerintah. (Dahlan, 2008)

7) Penerimaan lain

Bukan hanya yang disebutkan diatas, Sumber pendapatan negara yang lain
menurut Islam bisa berasal dari instrumen lain, seperti kaffarah (denda) yang
dikenakan kepada suami istri yang berhubungan disian hari pada bulan

puasa, mereka harus membayar denda kepada baitul mal. Contoh lain adalah
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harta warisan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris, sehingga
warisannya akan dimasukan sebagai pendapatan negara. (Karim A. A., 2017,
hal. 266)

b. Pengeluaran Pemerintah Menurut Islam

Pembelanjaan pemerintah dalam Islam harus selaras dengan tugas-tugas

yang harus dilaksanakan pemerintah untuk meraih tujuan sosial. Adapaun

pembelanjaan negara dalam Islam bisa disalurkan kepada beberapa hal yaitu:
(Jaelani, 2018, hal. 212-213)

1)

2)

Pemenuhan kebutuhan pokok

Pemenuhan kebutuhan dasar orang fakir, miskin merupakan hal utama yang
harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pembelanjaan uang negara.
Pemenuhan kebutuhan ini begitu penting sehingga pendapatan sebagian besar
pendapatan negara tersebut digunakan untuk memenuhinya. Pemenuhan
kebutuhan, yang meliputi makanan, pakaian dan tempat bernaung, disebut
sebagai kewajiban sosial (fardh kifayah). Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, Nabi menyerukan sumbangan sukarela dan bahkan beralih ke
pinjaman publik untuk memenuhi tujuan ini. Para fuqaha’ terkemudian
membolehkan pembebanan pajak tambahan untuk membiayai kebutuhan
tujuan ini.

Pertahanan

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting.
Sejak masa awal Islam, keuangan yang cukup telah digunakan memenuhi
kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan ini sehingga selain fay’,
pendapatan dari ghanimah dan zakat juga digunakan untuk persiapan perang.
Pada awala pemerintahan Islam, Nabi menjadikan tanah Fadak dan Banu
Nadzir sebagai cadangan untuk memenuhi biaya perang. Biaya pertahanan
meliputi pembayaran gaji dan bantuan kepada para tentara, tanggungan
mereka, janda perang, persenjataan dan kuda. Pensiunan dan bantuan
keuangan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam memerangi musuh-

musuh.
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3)

4)

5)

Keamanan sosial

Jaminan keamanan sosial bagi setiap warga negara merupakan salah satu
tugas utama negara Islam awal dan banyak uang yang telah digunakan untuk
tujuan ini. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiunan dan bantuan bagi
para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi orang-orang usia
lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan sebagainya. Keamanan sosial
diberikan, di samping kepada kaum Muslim, juga kepada ahl al-dhimmah
(penduduk non-Muslim di negara Islam), sebagai bentuk tanggung jawab dari
jizyah yang kaum non- musllim bayarkan kepada pemerintah Islam. Hal ini
sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah ‘Umar bin al-Khatthab dengan
memerintahkan pemberian bantuan kepada nonMuslim yang lemah, buta, dan
lanjut usia.

Pendidikan dan penelitan

Pengambilan keputusan ini sangat diperhatikan semenjak masa awal negara
Islam. Khalifah ‘Umar bin al-Khatthab menugaskan para guru yang digaji
agar mengajar penduduk di desa-desa. Juga diriwayatkan, ia telah mengangkat
instruktur yang digaji untuk mengajarkan al-Qur’an. Ibn Taimiyah
menganjurkan agar mereka yang terlibat dalam mengajar dan membimbing
masyarakat dalam masalah keagamaan dan mencurahkan diri mereka dalam
pengajaran harus didukung dari keuangan publik.

Pembangunan sarana dan prasarana

Daftar pembelanjaan di atas sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan-tulisan
Islam awal tidaklah dapat dikatakan sempurna. Daftar tersebut hanyalah
beberapa dari tujuan-tujuan tetap dan penting. Di samping itu, ada berbagai
proyek manfaat publik dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh
negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan,
jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek
pembangunan lainnya.

Dalam pandangan Abu Yusuf, karena proyek pembangunan ini membutuhkan

biaya yang sangat tinggi, proyek tersebut harus disediakan untuk umum dan
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cuma-cuma. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh biaya yang diperlukan

bagi pengadaan proyek pembangunan harus ditanggung oleh negara.

C. Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Masa Khlaifah Umar bin Abdul Aziz
1. Pajak
Seperti yang dijelaskan dalam bab satu, dalam penelitian ini pajak yang akan
dibahas adalah jizyah, kharj dan ‘usyur yang berlaku pada masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz.
a. Jizyah
Jizyah adalah upeti yang ditetpakan ataas orang-orang Kkafir setiap
tahunnya, karena mereka tinggal di negeri Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
mengikuti sunnah dalam menerapkan kebijakan jizyah ini, diamana beliau
menghapusnya dari siapa saja yang sudah masuk Islam. Karean jizyah hanya
diwajibkan atas orang-orang kafir bukan atas orang-orang Muslim. Sekalipun
demikian sebagian Khalifah Bani Umayyah tetap memberlakukan jizyah atas
orang-orang yang yelah masuk Islam. contohnya adalah gubernur al-Hajjaj yang
tetap memungut jizyah dari mereka karena dia mengira bahwa orang-orang
tersebut masuk Islam hanya untuk menghindari jizyah. Denga demikian orang
yang masuk Islam pada masa kepemimpinan al-Hajjaj harus tetap membayar
jizyah dan juga membayar zakat sebagai kewajiabannya sebagai Muslim. Hal
inilah yang menambah rasa benci masyarakat kepada al-Hajjaj dan keluarga Bani
Umayyah. Manakala Khalifah Umar bin Abdul Aziz memegang kekuasaan,
beliau langsung mengahapus beban jizyah kepada siapa saja yang sudah masuk
Islam. beliau lalu menuliskan surat perintah kepada para gubernurnya:
“Barang siapa yang mengucapkan syahadat sama dengan kita, shalat
menghadap Kiblat kita dan dia berkhitan, maka jangan mengambil
jizyah darinya.”
Manakala para ahli dzimmah mendenganr perintah Khalifah Umar bin
Abdul Aziz ini, mereka langsung berbondong-bondong masuk Islam. Para
petugas beliau melaporkan hal itu kepadanya, sebab hal tersebut menuerunkan

pendapatan baitul mal, maka Khalifah menjawab:
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“Amma ba’du, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai

penyeru (kepada jalan Allah), bukan sebagai tukang pungut upeti.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menetakan kebijakan selalu
mengaucu kepada penanaman nilai-nilai syar’i, keadilan dan tidak
mendzalimi ahli kitab. Beliau bersifat lunak pada petani dengan kebijakan
banyaknya jizyah yang mereka wajib bayarkan sesuai dengan kemampuan
mereka. Khalifah Umar membagi golongan yang wajib membayar zakat
menjadi tiga golongan, orang kaya, menengah dan orang miskin. Beliau juga
memperhatikan kemampuan suatu daerah dalam menetapkan peraturan jizyah,
beliau melihat Syam lebih sejahtera dari pada Yaman oleh karena itu beliau
menetapkan bayaran jizyah lebih tinggi bagi penduduk Syam dibandingkan
penduduk Yaman. Beliau juga juga melepas kewajiban membayar jizyah
kepada orang-orang miskin yang tak mampu membayarnya dan sebaliknya
beliau memberikan bantuan kepaada mereka seperti yang dilakukan oleh
kakek beliau Umar bin al-Khatthab.

Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar ini berdampak positif
pada segi finansial baitul mal. Penghapusan jizyah bagi mereka yang masuk
Islam, menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lahirnya
perasaan keadilan dan objektifitas, selanjutnya menghentikan ketidak stabilan
dan fitnah-fitnah yang mana dalam menanganinya negara harus menyalurkan
dana yang besar. Dengan banyaknya ahli kitab yang masuk Islam, mereka
tidak lepas dari kewajiban membantu finansial negara, yang membedakannya
hanya bentuk kewajibannya. Pada saat mereka belum masuk Islam, mereka
diwajikan untuk membayar jizyah. Tetapi pada saat mereka sudah masuk
Islam mereka diwajibkan membayar zakat. Dampaknya jumlah dana yang
diterima dari zakat menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan ini dengan tetap
disertai kelangsungan pembayaran kewajiban yang lain seperti kharaj atas
tanah yang mereka miliki. dengan kondisi yang aman dan keadialn yang
menyeluruh, berdampak kepada produktifitas masyarakat yang terdorong
untuk lebih produktif dan menghasilkan. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 441-444)
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b. Kharaj

Kharaj adalah harta yang diambil oleh negara atas tanah yang
ditaklukan dengan kekuatan atau tanah dimana negara berdamai dengan
pemiliknya. Pendapatan dari kharaj pada masa kepemimpinan Khalifah Umar
naik tajam. Peningkatan pendaatan dari bidang kharaj ini adalah dampak dari
hasil perbaikan yang Khaifah Umar lakukan. Beliau melarang menjual tanah
kharaj, dengan kebijakan ini beliau behasil mempertahankan sumber utama
pendapatan negara. Penetapan larangan menjual tanah kharaj tidak semata-
mata hanya melarangnya saja, beliau terus memperhatikan kaum petani
dengan mengahapus pajak-pajak lain yang ditanggung mereka pada masa
khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Selain kebijakan larangan menjual
tanah kharaj beliau juga berusaha menghidupkan tanah mati dan
memberikannya kepada siapa saja yang mau menggarapnya.

Pembangunan infrastruktur pertanian juga digalangkan, dimana beliau
membangun jalan-jalan dan saluran irigasi supaya kegiatan pertanian bisa
berjalan dengan optimal. Jalan-jalan yang dibangun akan memudahkan para
petani dalam mendistribusikan hasil pertaniannya, sedangkan saluran irigasi
dan sumber-sumber air memudahkan mereka dalam mengairi tanaman mereka
dan tentunya akan memangkas biaya yang mereka keluarkan. Semua
perbaikan dalam bidang kharaj ini menyeret kepada meningkatnya
penghasilan negara dari kebijakan kharaj. Contohnya dana yang dihasilkan
dari kharaj di Irak mencapai seratus dua puluh empat juta dirham. Pada masa
sebelum beliau, Irak yang pada saat itu dipimpin oleh gubernur al-Hajjaj hany
bisa menghasilkan dana kharaj sebesar empat puluh juta dirham. Bukan hanya
Irak, kharaj daerah lain juga mengalami peningktan yang signifikan, contonya
daerah Khurasan. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kharaj daerah
tersebut mengalami surplus.

Peningkaatan di bidang kharaj ini menunjukan kekuatan finansial
negara, dengan dana kharaj dari Irak yang merupakan sumber pendapatan
terbesar. Hal ini membantu terwujudnya sasaran-sasaran ekonomi dalam

bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, proyek-proyek
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produktif , bantuan kepada kelompok masyarakat yang fakir dan miskin,

karena pendapatan dari kharaj bersifat fleksibe dan dapat disalurkan tidak

pada satu bidang saja. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 478-479)

Usyur (Pabean)

Khalifah Umar bin abdul Aziz menekankan perhatiannya terhadap
‘usyur yang menjadi salah satu pemasukan negara kala itu, beliau menjelaskan
dasar-dasra hukum tentang ‘usyur kepada para pegawainya, beliau juga
memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang
telah membayar, sehingga pedagang yang sudah menunaikan kewajibannya
tidak harus membaayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

Dari kaum Kkafir harbi ditetapkan seperspeuluh dari seluruh barang
dagangannya, sedangkan dari kaum kafir dzimmi hanya dipungut separuh dari
sepersepuluh (lima persen) saja. adapun nishab-nya (jumlah minimum barang
dagangannya) adalah dua puluh dinar untuk kaum kafir dzimmi, dan sepuluh
dinar bagi kaum kafir harbi.

Jalur perniagaan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu
berkembang hingga banyak sekali pemasukan baru untuk kas negara, dan
pemasukan itu dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Dengan adanya
dana ‘usyur yang biberikan kepada negara para pedagang juga mendapatkan
timbal balik yang dapat mempermudah kegiatan mereka dalam melakukan
kegiatan perniagaanya dari pemerintah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz
menetapkan beberapa peraturan yang menguntungkan bagi para pedagang
dalam rangka mengembangkan pergerakan niaga. Diantara keputusan beliau
adalah:

1) Menghapus pajak-pajak tambahan yang pernah diwajibkan kepada para
petani. Hal ini berdampak langsung terhadap harga barang dagangan yang
berasal dari idang pertanian, harga barang-barang tersebut menurun secara
drastis sehingga permintaan pun meningkat.

2) Menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang perniagaan selain ‘usyur.
Hali ini sangat meringankan bagi para pedagang, hingga mereka kembali

bersemangat untuk menambah barang dagangan mereka, karena dengan
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3)

4)

5)

6)

7)

bertambahnya barang maka akan semakin bertambah pula keuntungan
yang dapat mereka raih, dan secara otomatis semakin besar pula transaksi
perdagangan kala itu.

Menghapus cara-cara kekerasan untuk menambah pamasukan negara dari
bidang perniagaan dan bidang-bidang lainnya. Ini juga menjadi alasan
utama bersemangat dan berkembangannya bidang perdagangan.
Membangun tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat tertentu yang
dilalui oleh para pedagang. Bukan hanya membangun bangunan untuk
berteduh, Khalifah Umar juga memerintahkan para gubernur yang
wilayahnya dilalui oleh para pedagang untuk menyediakan perawat
binatang tunggangan para pedagang. Selain itu belaiu juga memanjangkan
masa tinggal kepada para musafir yang sakit. Jika ada musafir yang
kehabisan biaya, atau barang dagangannya dirampok, atau alasan lainnya
yang membuat mereka tidak tidak memiliki dana yang cukup untuk pulang
ke negeri asal mereka, maka pemerintah setempat memberikan sedikit
bantuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang ke negerinya.
Tentu saja dengan semua kemudahan dan penjaminan dari negara ini
membuat para pedagang semakin bersemangat melakukan niaga dan
melakukan pertukaran barang dengan negara-negara tetangga.

Adanya penyamarataan sistem timbangan diseluruh pelosok negeri,
sekaligus membuat peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan
hal itu.

Melarang para pejabat pemerintahan untuk bekerja sampingan sebagai
pedagang, agar tidak merusak persainggan yang baik antar para pedagang,
atau tidak mempengaruhi harga pasaran hanya untuk kepentingan merek
saja. kebijakan ini adalah slah satu usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz
untuk menjauhkan pasar dari segala pengaruh yang dapat merusak
persaingan yang sehat antar para pedagang.

Melarang penimbunan barang atau monopoli. Salah satu tindakan nyata

dari Khalifah Umar adalah mengembalikan pertokoan yang berada di
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daerah Hamsh yang dulu diambil alih oleh seorang anak dari Walid bin

Abdul Malik dari tangan sekelompok pedagang.

Langkah-langkah reformasi yang diambi Khalifah Umaar itu sangat
penting dalam menyemarakan perniagaan pada masa itu, dan dari situlah
kemudian pemasukan negara dari segi usyur menigkat secara drasti dengan
dibarengi pmenuhan fasilitas bagi para pedagang. (Ash-Shallabi, 2018, hal.
445-448)

2. Zakat

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kewajiaban zakat
dan berusaha keras untuk233 menerapkan peraturan zakat dengan sebaik-baiknya.
Karena beliau berfikir zakat adalah salah satu kewajiban yang diharuskan bagi
orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin
dan kaum lemah lainnya, maka tidak boleh dianggap remeh dan harus secepatnya
diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Salah satu bukti ketegasan belaiu dalam menerapkan zakat adalah mencari
hadist-hadist Nabi dalam masalh zakat dan juga atsar-atsar Umar bin al-Katthab
ketiaak mereka meniarik dan mendistribusikan zakat. Lalu belaiu memerintahkan
agar apa yang telah dikumpulkannya dibukukan dan digandagan, sebagai patokan
hukum yang digunakan oleh para petugas baitul mal dalam hal yang berkaitan
dengan zakat.

Dalam hal penujukan pegawai yang bertugas untuk menrik dan
mendistribuskan zakat Khalifah Umar mengikuti sunnah Nabi. Beliau menunjuk
orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyruh mereka untuk
menrik zakat tanpa berlebih-lebihan atau bahkan dengan cara yabf zhalim.
Kemudaian belaiu menyuruh para petugasnya untuk memberikan resi sebagai
tanda bahwa masyarakat yang sudah ditarik zakatnya tidak harus membayar lagi
kecuali sudah berganti tahun.

Khalifah Umar termasuk salah satu ulama yang meluaskan wilayah
penerimaan zakat, hal ini terlihat dari figihnya yang memasukan zakat kekayaan

dari hasil tanaman lain (selain yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi), juga
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zakat unta milik umum, zakat ikan, zakat madu, dan lain sebagainya. Fikih
Kalifah Umar ini bertujuan untuk menambahkan pendapatan negara dari zakat.

Adapun dengan bertambahnya kaum Muslimin karena orang-orang kafir
dzhimmi yang masuk agama Islam secara berbondong-bondong setelah tertarik
dengan dakwah Khalifah Umar yang menghapus jizyah atas mereka setelah
masuk Islam, maka sebenarnya kelslaman mereka menambah pendapatan negara
dari zakat, karena bukan hanya orang-orang miskin yang masuk Islam, namun
jiga banyak dari mereka dari golongan orang yang kaya dengan harta yang
melimpah, maka secara otomatis mereka juga berkewajiban untuk membayar
zakat dari kelebihan harta mereka.

Bukan hanya dengan dakwahnya melalui kebijakan-kebijakan yang
membuat banyak orang dengan sukarela untuk membayar zakat, kepribadian
Khalifah Umar dan ketakwaannya juga memberi pengaruh yang sangat signifikan
dalam membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan hal bini tentu
saja membuat pendapatan negara dari zakat meningkat, bahkan membuat
bertambah makmurnya masyarakat ketika zakat itu disalurkan kepada mereka
yang berhak menerimanya.

Selain kepercayaaan yang tinggi dari masyarakat ke pemerintah, fator lain
yang yang menjdi sebab meningkatnya pendapatan zakat pada masa itu adalah
semangat kerja dari tiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produksi,
hingga meningkatlah para pembayar zakat dan menurunlah para penerimanya.
(Ash-Shallabi, 2017, hal. 473-476)

43



BAB Il1

BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ

A. Biografi Singkat Umar bin Abdul Aziz
1. Nama, Gelar dan Keluarganya

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin
Marwan bin Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-
Umawiy al-Qurashy. Lagabnya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid
Al-‘Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haggan, Abu Hafs Al-Quraisyi Al-Umawi
Al-Madani, Kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyajj bani
Umayyah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 11)

Beliau dijuluki sebagai Khulafa Ar-Rashidin kelima setelah Ali bin Abi
Thalib. Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Para khalifah itu ada lima yaitu Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali da Umar bin Abdul Aziz. (As-Suyuthi, 2018) Selain dijuluki
sebagai Khulafa Ar-Rasyidin beliau adalah khalifah yang zuhud dan Asy’aj (yang
memeliki tanda di keningnya dari) Bani Umayyah. Di wajah Umar bin Abdul Aziz
terdapat bekas luka karena tendangan seekor binatang . peristiwa itu terjadi ketika dia
masih kanak-kanak. Pada saat ayahnya menghapus darah yang mengalir di mukanya
dia berkata, “Jika kamu adalah orang yang terluka di kepalanya dari kalangan
Umayyah, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia.”

Umar bin Khatab pernah berkata,

° fo M

Nz oY M ERE agdy 145 s 2
“Akan ada dari keturunanku seorang anak yang di wajahnya ada bekas luka, dia akan
memenuhi dunia dengan keadilan. (Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam
Tarikhnya (As-Suyuthi, 2018, hal. 270)

Ayahnya ialah Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam, salah satu dari
gubernur-gubernur pilihan Bani Umayyah, seorang laki-laki yang pemberani lagi
dermawan. Beliau menjadi gubernur Mesir lebih dari dua puluh tahun.

Pada masa mudanya beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh dan serius
dalam menuntut ilmu, perhatiaanya yang besar terhadap ilmu hadits dibuktikan

dengan berguru kepada Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain dan
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mendengar dari mereka. Ketertarikan terhadap ilmu hadits tidak luntur sekalipun dia
menjabat sebagai gubernur Mesir. Dia meminta kepada Katsir bin Murrah di Syam
agar mengirimkan kepadanya apa yang dia dengar dari hadist Rasulullah, kecuali
riwayat Abu Hurairah karena dia sudah memilikinya.

Para ahli sejarah banyak menyanjungnya karena kedermawanannya,
kedermawanan yang menyatu dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan
memberikan ganti kepada siapa yang yang dilimpahi rizki, maka diapun menjadi
orang yang paling dermawan dan murah hati dikalangan Bani Umayyah. Beliau
pernah berkata, “Sungguh aneh seorang mukmin yang beriman bahwa Allah
melimpahkan rizki keadanya dan memberinya ganti , bagaimana dia menahan
hartanya sehingga dia tidak meraih pahala besar dan sanjungan yang baik.” Setiap
harinya dia menyiapkan seribu nampan yang disuguhkan disekitar rumahnya, bahkan
diapun menyediakan seratus nampan yang dibawa mengelilingi kabilah-kabilah yaang
diletakan diatas punggung sapi.

Abdul Aziz adalah laki-laki yang senantiasa takut kepada Allah, kita
menyimpulkan rasa takut ini darui ucapannya mana kala maut menjemputnya,
“Seandainya aku bukan sesuatu yang pernah disebut, dan sungguh aku berangan-
angan air yang mengalir atau sebuah pohon di bumi Hijaz.

Ibunya adalah Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khattab. Bapaknya adalah
Ashim bin Umar bin al-Khattab seoarang ahli fikih yang mulia. Lahir pada masa
kenabian dan menyampaikan hadits dari ayahnya. Dari garis keturunan ibunya inilah
Umar bin Abdul Aziz mendapatkan sifat-sifat yang luhur seperti kakek buyutnya
Umar bin al-Khatab. Dan pada kemudian hari beliau dijuluki sebagai Umar Il karena
sifat dan kebijakann yang diambil pada saat beliau menjabat seorang khalifah, sama
seperti apa yang dilakukan leh Umar bin al-Khattab. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 14-16)

. Tempat Kelahiran

Ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun dan tempat kelahiannya,
pendapat yang masyhur adalah beliau lahir ada tahun 61 H. Ini adalah pendapat
mayoritas ahli sejarah, karena sesuai dengan usia pada saat beliau wafat yaitu tahun
101 H dalam usia 40 tahun. Sebagian sumber menyatakan bahwa beliau lahir di

Mesir, namun pendapaat ini lemah karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin al-
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Hakam menjadi gubernur Mesir pada tahun 65 H, setelah Marwan bin al-Hakam
menguasainya dari bawahan Abdullah bin az-Zubair, maka dia menyerahkan Mesir
kepada anaknya Abdul Aziz dan tidak pernah diketahui bahwa Abdul Aziz pernah
tinggal di Mesir sebelum itu. Sebalinya dia dengan Bani Marwan tinggal di Madinah.
(Ash-Shalabi, 2017, hal. 17)

Adz-Dzahabi Menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz Lahir di Madinah
pada masa Yazid bin Mu’awiyah. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 17) Menurut as-Suyuthi
bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di Hulwan salah satu desa di Mesir. (As-Suyuthi,
2018, hal. 269)

. Saudara, Istri dan Anak-Anak Umar bin Abdul Aziz

Abdul Aziz bin Marwan mempunyai sepuluh orang anak. Mereka adalah
Umar, Abu Bakar, Muhammad dan Ashim. Ibu mereka adalah Laila binti Ashim bin
Umar bin al-Khattab. Abdul Aziz memliki enam anak dari selain Laila, yaitu al-
Ashbagh, Sahal, Suhail, Ummu al-Hakam, Zabban dan Ummul Banin. Ashim bin
Abdul Aziz (saudara Umar bin Abdul Aziz) inilah yang menjadi kunyah ibunya,
maka ibu Umar bin Abdul Aziz biasa dipanggil Ummu Ashim. (Ash-Shalabi, 2017)

Umar bin Abdul Aziz mempunyai empat belas anak laki-laki, diantara mereka
adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Ya’qub, bakar, al-Walid,
Musa, Ashim, Yaid, Zaban, dan Abdullah, beliau juga memeliki tiga anak perempuan
Ummu Ammar, dan Ummu Abdullah.

Banyak pendapat yang mengutarakan berapa jumlah anak Umar bin Abdul
Aziz. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa anak laki-laki sebanyak empat belas
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Quthaibah. Sebagian ulama ahli sejarah yang lain
menyebutkan bahwa anak laki-laki Umar bin Abdul Aziz berjumlah dua belas dan
anak perempuan berjumlah enam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Yang
disepakati oleh sebagian besar ulama adalah, bahwa anak laki-laki berjumlah dua
belas.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz wafat, dia tidak meninggalkan harta untuk
anak-anaknya keuali hanya sedikit. Diriwayatkan bahwa masing-masing anak laki-
laki hanya mendapatkan warisan sebesar sembilan belas dirham saja, sementara

masing-masing dari anak Hisyam bin Abdul Malik mendapatkan warisan dari
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bapaknya sebesar satu juta dirham. Namun setelah beberapa tahun setelah itu salah
satu anak dari Umar bin Abdul Aziz mampu menyiapkan seratus ekor kuda lengkap
dengan perlengkapan dalam rangka jihad di jalan Allah, pada saat yang sama salah
seorang anak Hisyam bin Abdul Malik menerima sedekah dari masyarakat. (Ash-
Shalabi, 2017, hal. 19)

Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di kota Madinah, beliau mengambil
akhlak dari penduduknya, terpengaruh oleh para ulamanya, sibuk mengambil ilmu
dari para syaikhnya. Umar bin Abdul Aziz lebih suka duduk dengan para syaikh-
syaikh Quraisy dan jarang bergaul dengan anak-anak muda di sekitarnya. Hal ini
terus berlanjut sehingga dia terkenal. Ketika bapaknya wafat, maka pamannya,
Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan mengasuhnya. Menyatukannya dengan
anak-anaknya, bahkan mendahulukannya di atas mereka dan akhirnya Abdul Malik
menikahkannya dengan purinyaa Fathimah bin Abdul Malik, seorang wanita shalihah
yang terpengaruh oleh suaminya, Umar bin Abdul Aziz sehingga dirinya lebih
mementingkan akhirat diatas kenikmatan dunia. Seorang penyair membuat sebuah
syair tentang istri Umar bin Abdul Aziz ini,

Putri khalifah, kakeknya juga khalifah

Saudara perempuan para khalifah, dan suaminya juga khalifah.

Maknanya istri beliau adalah putri khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan,
kakeknya juga khalifah yaitu Marwan bin al-Hakam, saudara perempuan para
khalifah yaitu al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin
Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Sedangkan suaminya adalah Umar bin
Abdul Aziz juga seorang khalifah, sehingga ada yang berkata tidak ada seorang
wanita yang mempunyai keistimewaan seperti itu sampai saat ini. Dari pernikahannya
dengan fathimah binti Abdul Malik ini, Umar mempunyai anak Ishaq, Ya’qub dan
Musa. Diantara istri-istinya adalah Lamis binti Ali bin al-Harits, dan dari wanita ini
Umar mempunyai anak Abdullah, bakar dan Ummu Ammar. Istri Umar bin Abdul
Aziz yang lain adalah Ummu Utsman binti Syu’aib bin Zayyan, darinya Umar bin
Abdul Aziz mempunyai anak bernama Ibrahim. Adapun anbak-anak yang lain, abdul
Malik, al-Walid, Ashim, Abdullah, Abdul Aziz, Zayyan, aminah dan Ummu
Abdullah maka ibu mereka adalah Ummu Walad. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 16-17)
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4. Ciri-Ciri Fisik Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz berkulit coklat, berwajah lembut dan tampan,
berperawakan ramping, berjangkut rapi, bermata cekung, di dahinya terdapat brkas
luka akibat sepakan kaki kuda dan uban telah tumbuh di kepalanya. Ada yang berkata
tentang ciri-ciri fisiknya, dia adalah laki-laki yang berkulit putih, berwajah lembut
dan tampan, berperwakan ramping dan berjenggot rapi. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 20)

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepribadian Umar bin Abdul
Aziz
Seperti yang sudah di terangkan diatas, bahwa Umar muda adalah orang yang
berperangai baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sifat-sifat dan kepribadian Umar
bin Abdul Aziz ini banyak dipengaruhi oleh faktor yang mengelilinginya sewaktu kecil.
Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Kondisi Keluarga

Umar bin Abdul Aziz tumbuh di Madinah. Beliau menjadi anak yang matang
lebih cepat dari usianya. Beliau sering mengunjungi pamannya dari ibu Abdullah bin
Umar bin al-Khathtab. Ketika dia pulang ke ibunnya, dia berkata, “Ibu, aku ingin
menjadi seorang laki-laki seperti paman dari ibu.” Maksudnya adalah Abdullah bin
Umar bin al-Khaththab. Tetapi ibunya menjawab, “Sulit bagimu untuk menjadi
seperti pamanmu itu.” Dan perkataan itu berulang kali diucapkan oleh ibunya kepada
Umar.

Ketika Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Mesir, belaiu menulis surat
kepada istrinya agar menyusul ke Mesir dan membawa serta anak-anaknya. Maka
Ummu Ashim mendatangi pamannya Abdullah bin Umar bin al-Khaththab, dia
menyampaikan surat suaminya kepada pamannya, maka Ibnu Umar berkata,
“Keponakanku, dia adalah suamimu, pergilah kepadanya.” Manakala Ummu Ashim
hendak berangakat Ibnu Umar berkata, “Tinggalkan anakmu ini —maksudnnya adalah
Umar bin Abdul Aziz- bersama kami, dia satu-satunya anakmu yang mirip dengan
keluarga al-Khaththab.” Ummu Ashim tidak membantah, dan dia meninggalkan
Umar bersama pamannya.

Ketika Ummu Ashim tiba di Mesir, Abdul Aziz tidak melihat Umar anaknya,

dan dia bertanya kepada Ummu Ashim, “Mana Umar?” Maka Ummu Ashim

48



menyampaikan pesan dari pamannya, lbnu Umar, agar meninggalkan Umar
bersamanya karena dia paling mirip dengan keluarga besar al-Khaththab. Mendengar
itu Abdul Aziz bahagia, dan dia menulis surat kepada Abdul Malik saudaranya, maka
Abdul Malik menetapkan seribu dinar setiap bulannya sebagai biaya hidup Umar bin
Abdul Aziz, dan setelah itu Umar menyusul ibunya untuk bertemu dengan ayahnya.

Demikianlah Umar bin Abdul Aziz tumbuh diantara paman-pamannya dari
Keluarga al-Khaththab di Madinah, dan berdampak ke kepribadiannya yang meniru
pamannya dan para sahabat-sahabat lain yang masih hidup kala itu di Madinah.
(Ash-Shallabi, 2018, hal. 18-19)

Kecintaannya Terhadap Ilmu dan Hafalannya Terhadap Al-Qur’an Sejak Dini

Umar bin Abdul Aziz dilimpahi kecintaan terhadap ilmu sejak dini, dia gemar
berguru ke ulama-ulama dan bersungguh-sunguuh untuk selalu menghadiri majelis
ilmu di Madinah yang pada masa itu merupakan marcususar ilmu dan kebaikan dan
sarat dengan ulama dan fugaha yang shalih. Umar bin Abdul Aziz telah menghafal al-
Quran dalam wusia anak-anak, hal ini terbantu oleh jiwanya yang jernih,
kemampuannya yang besar untuk menghafal dan konsentrasinya yang utuh dalam
mencari ilmu.

Umar bin Abdul Aziz sangat terpengaruh oleh al-Qur’an dalam pandangannya
terhadap Allah SWT, kehidupan, alam semesta, surga, neraka, qadha’, qadar dan
hakikat kematian. Beliau menagis dalam mengingat kematian walau terbilang usianya
masih sangat muda.hal ini didengar oleh ibunya, maka ibunya bertanya kepadanya,
“apa yang membuatmu menangis?”’ Beliau menjawab, “Aku teringat kematian.”
Maka ibunya pun ikut menangis mendengar jawaban Umar. (Ash-Shalabi, 2017, hal.
22)

Kondisi dan Realita Masyarakat Madinah

Lingkungan sosial memegang peranan penting dalamm membetuk
kepribadian orang-orang besar. Umar bin Abdul Aziz hidup dizaman dimana
masyarakatnya dinaungi oleh ketakwaan , keshalihan, kecintaan terhadap ilmu yang
sangat tinggi dan berpegang teguh kepda al-Qur’an dan as-Sunnah. Saat itu beberapa
shahabat masih hidup di Madinah, Umar bin abdul aziz berguru kepada Abdullah bin
Ja’far bin Abu Thalib, as-Saib bin yazid dan Sahal bin Sa’ad dan dari yang terakhir
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ini Umar bin Abdul Aziz meminta sebuah gelas dimana Rasulullah SAW. pernah
menggunakannya untuk minum. Umar bn Abdul Aziz pernah menjadi Imam di depan
Anas bin Malik, maka Anas berkata, “Aku tidak Melihat anak muda yang paling
mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW. Dari pada anak muda ini- maksudnya Umar
bin Abdul Aziz-.

Hidup di Madinah memberi dampak kejiwaan yang positif dan makna-makna
iman serta keterkaitan rohani. Mayarakat yang seperti itu memegang pengaruh yang
sangat kuat dalam membentuk kepribadian Umar bin abdul Aziz dari sisi ilmiah dan
amaliah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 23-24)

4. Menjadi Murid Dari Para Ulama-Ulama Besar Madinah

Abdul Aziz, ayahanda Umar bin Abdul Aziz memilih Shalih bin Kaisan
sebagai pendidik bagi Umar bin Abdul Aziz, maka Shalih mendidiknya dengan baik.
Shlaih mengharuskan Umar untuk shalat lima waktu berjamaah di masjid, suatu hari
Umar tertinggal dari shalat berjamaah maka Shalih bin Kaisan bertanya kepadanya,
“Apa yang menyibukanmu?” Umar menjawab, ‘“Pelayanku menyisir rambutku,”
Shalih berkata, “Sedemikian besar pehatianmu terhadap menyisir rambut sampai-
sampai kamu tertinggal shalat berjamaah.” Maka Shalih menyampaikan hal tersebut
kepada ayahnya, maka Abdul Aziz mengutus seseorang dan langsung memotong
rambut Umar bin Abdul Aziz. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 27)

Umar bin Abdul Aziz terdidik dan belajar ditangan para ulama dalam jumlah
yang besar, jumlah syaikhnya mencapai tiga puluh tiga orang, delapan dari mereka
adalah para sahabat dan dua puluh lima dari merka adalah para zabi’in. Umar bin
Abdul Aziz menimba ilmu dari meraka, beradab dengan adab mereka, selalu
menghadiri majelis mereka, sehingga pengaruh kuat dari pendidikan tersebut nampak
jelas dalam akhlaknya dan tindak tanduknya, lebih jauh dari itu Umar mempunyai
kepribadian yang tanggguh dan eris dalam mengatasi segala rintangan, keteguhan,
pemeikiran yang mendalam dan selalu merenungkan al-Qaur’an, berkemauan kuat,
menghindari keisengan dan main-main. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 27)

Inilah faktor-faktor terpenting yang memberi pengaruh terhadap pembentukan
kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Para ulama sangat berpengaruh dalam memberikan

ilmu dan suri tauladan yang baik kepadanya. Dengan bekal yang sangat matang inilah
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yang nantinya membantu Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang berhasil dan
dicintai oleh rakyatnya.
C. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Diangat Menjadi Khlaifah
1. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Al- Walid bin Abdul Malik
Umar bin Abdul Aziz termasuk ulama-ulama yang dekat dengan khalifah.

Para ulama ini mempunyai dampak yang besar dalam memberikan nasihat kepada
khalifah di dalam mengambil keputusan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan peran
Umar bin Abdul Aziz dalam membantu khalifah belum mempunyai partsispasi berarti
dalam memberikan masukan kepada khalifah. Setelah Abdul Malik wafat, tampuk
kekuasaan khalifah dipegang oleh anaknya yaitu al-Walid bin Abdul Malik, pada
periode ini Umar bin Abdul Aziz sudah mulai aktif berperan dalam pemerintahan,
ditunjang oleh umur yang sudah dewasa dan ilmu yang dia miliki, banyak peran dan
tanggung jawab yang dipikulnya, diantaranya adalah:
a. Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur Madinah

Di bulan Rabi’ul Awal tahun 87 H, Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai Gubernur al-Madianh al-
Munawwarah, dan pada tahun 91 H al-Walid menggabungkan wilayah Thaif
kepadanya, dengan itu Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur seluruh wilyah
Hijaz.

Untuk memegang jabatan ini Umar bin Abdul Aziz meletakan tiga syarat:

Pertama, beliau akan bekerja dengan dasar kebenaran dan keadilan, tidak
menzhalimi siapapun, tidak berbuat aniyaya kepada siapa pun dalam mengambil
hak-hak Baitul mal dari rakyat, dan ini akan berakibat berkurangnya pemasukan
khalifah dari kota madinah.

Kedua, hendaknya khalifah memperkenankannya menunaikan ibadah haji di
tahun pertama ia menjabatsebagai gubernur, karena ada saat itu Umar belum
pernah menunaikan ibadah haji.

Ketiga, khalifah mengizinkan membagikan harta negara di Madinah.

Al-Walid menyetujui syarat-syarat tersebut, Umar pun memulai pekerjaanya
sebagai gubernur Madinah, dan penduduk Madinah Menyambutnya dengan suka

cita.
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Selama Umar menjadi gubernur, dia melakukan perluasan masjid Nabawi
atas perintah dari al-Walid bin Abdul Malik, sehinnga luas masjid menjadi dua
juta hasta persegi. Dalam masa kegubernuran Umar bin Abdul Aziz di Madinah,
tepatnya pada tahun 91 H, Kalifah al-Walid bin Abdul Malik menunaikan ibadah
haji, khalifah singgah di Madinah, dan menyaksikan sendiri kemajuan-kemajuan
Madinah yang signifikan yang telah berhasil direalisasikan oleh Umar bin Abdul
Aziz.

. Membentuk Majelis Syura’ di Madinah

Diantara kiprah terpenting saat beliau menjadi gubernur Madinah adalah
membentuk majelis Syura. Ketika orang-orang datang kepadanya untuk untuk
mengucapkan salam dan memmberinya selamat atas diangkatnya beliau menjadi
gubernur Madinah yang baru, maka Umar memanggil sepuluh orang ulama fikih
Madinah, mereka adalah Urwah bin az-Zubair, Ubaidullah bin Abdullah bin
Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, Abu Bakar bin
Sulaiman bin Abu Khaitsamah, Sulaiman bin Yasar, al-Qasim bin Muhammad,
Salim bin Abdullah bin Umar dan saudaranya Abdullah bin Abdullah bin Umar,
Abdullah bin Amir bin Rabi’ah dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit.

Mereka datang lalu duduk, Umar bin Abdul Aziz memuji Allah dan
menyanjung-Nya, kemudian dia berkata, “Sesungguhnya aku mengundang kalian
karena suatu perkara, kalian diberi pahalah atasnya, kalian akan menjadi
penolong-penolong dalam kebaikan. Sesungguhnya aku tidak akan menetapkan
suatu keputusan kecuali setelah merujuk pendapat kalian atau pendapat yang hadir
dari kalian, jika kalian melihat seseorang yang bertindak sewenang-wenang atau
kalian mendengar ada dari bawahanku yang berbuat zhalim, maka siapa yang
mendengar itu, hendaknya dia takut kepada Allah dengan menyampaikannya
kepadaku.”

Dari perkataan Umar bin Abdul Aziz diatas bisa diambil kesimpulan bahwa
para ulama yang beliau panggil untuk menghadapnya adalah orang-orang yang
akan beliau mintai pendapat dalam menentukan keputusan selama beliau

menjabat, dengan kata lain beliau sebagai gunernur sudah melepaskan hak
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prerogratifnya sebagai gubernur dan menyerahkannya kepada majelis syura yang
dibentuknya.

Selain untuk dimintai pendapat, para ulama ini pun ditugasi oleh Umar bin
Abdul Aziz sebagai pengawas bagi para pegawainya. Jika mereka atau salah satu
dari mereka mengetahui bahwa pegawai tertentu berbiar zhalim, maka mereka
harus menyamaikannya kepada Umar, jika tidak, maka dia sendiri yang akan
memperkarakan penyimpangan kebenran dihadapan Allah.

Umar bin Abdul Aziz Mundur Sebagai Gubernur Madinah

Setelah melakukan perubahan yang signifikan di Madinah, Umar bin Abdul
Aziz memilih Untuk mundur dari jabatannya sebgai gubernur. Beliau menolah
jabatan tersebut, setiapa kali ada yang berkata kepadanya, “Berbahagialah, karena
engkau telah melakukan ini dan ini.” Maka beliau menjawab, “Bagaimana dengan
Khubaib?” kematian Khubaib ini sangat disesali oleh Umar bin Abdul Aziz dan
membuat beliau mundur dari jabatannya sebagai gubernur.

Para ahli sejarah berkata, Khubaib bin Abdullah bin az-Zubair
menyampaikan hadits dari Nabi SAW, bahawa beliau berkta:

Vo 1 Jus ax @ ste 135 St G ol o 35 &g
“Jika Bani Abul Ash telah berjumlah tiga puluh orang,maka mereka akan
menjadikan hamba-hamba Allah sebagai pelayan dan harta Allah sebagai
rebutan.” Ini hadits dhaif.

Maka al-walid bin Abdul Malik memerintahkan Umar bin Abdul Aziz
sebagi gubernur Madinah agar mencambuknya seratus kali dan
menahannya.Umar bin Abdul Aziz melakukannya dan beliau mendinginkan air
dalam sebuah bejana besar kemudian mengguyurkannya keada Khubaib di hari
yang dingin, Khubaib tidak kuat menahan dingin dan akhirnya wafat. Sebelumnya
Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan Khubaib dari tahanan karena mendengar
bahwa sakitnya tambah parah. Umar bin Abdul Aziz bersedih atas kematian
Khubaib.

d. Umar bin Abdul Aziz Kembali ke Damaskus dan Menjadi Penasihat Khalifah

Umar bin Abdul Aziz meninggalkan Madinah dengan tetesan air mata

bersama pembantunya Muzahim, Umar menoleh kepeda Muzahim dan berkata,
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“Wahai Muzahim, kita khawatir termasuk orang-orang yang dibuang oleh
Madinah.” Umar mengisaratkan kepada sabda Rasulullah SAW,

T U (A D PRI (R P TN | G T AP
Wps a5 & el s Y S g R gL S REINIERN

(ki olyy) ot ez 50 i LS

Artinya:“Ketahuilah bahwa Madinah seperti alat peniup peniup api yang

menyingkirkan ampas (barang tambang). Kiamat tidak akan datang sehingga

Madinah membuang (orang-orang) yang buruk sebagaimana alat peniup api

membuang ampas (karat) besi.”

Umar berjalan dari Madinah sampai di as-Suwaida, disana beliau
mempunyai rumah dan kebun, Umar tinggal beberapa waktu untuk memantau
keadaan, kemudian beliau melihat bahawa kebaikan kaum Muslimin terletak pada
keberangkatannya ke Damaskus untuk tinggal di sisi khalifah, dia berharap bisa
menasehati khalifah agar tidak berbuat zhalim atau ikut berpartisispasi dalam
menegakan kebenaran, maka Umar pindah ke Damaskus dan menetap disana.

Umar bin Abdul Aziz tidak sepenuhnya sejalan dalam pemikiran tentang
keputusan yang di buat oleh al-Walid bin Abdul Malik dalam menegakan pilar-
pilar negara, al-Walid adalah khalifah berpijak kepada dukungan para gubernur
kuat lagi keras yang bisa menundukan masyarakat dengan kekuatan, meskipun
tidak jarang tindakan tersebut disetai dengan tindakan yang semena-mena.
Melihat keadaan ini Umar bin Abdul Aziz mencoba untuk memperbaiki keadaan
kala itu, diantaranya dengan cara menasehati khalifah agar membatasi wewenng
para gubernurnya dalam dalam menetapkan hukuman mati.

Ibnu Abdul Hakam menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz datang ke al-
Walid bin Abdul Malik, dia berkata, “Wahai Amirul Mukminin aku mempunyai
masukan untukmu, jika pikiranmu tenang dan pemahanmu bening maka
tanyakanlah 1a kepadaku.” al-Walid menjawab, “apayang menghalangimu untuk
mengucapkannya?” Umar bin Abdul Aziz berkata,”Engkau yang lebih tau, jika
apa yang aku katakan bisa kau mengerti, maka kaulah orang yang paling berhak
untuk mengerti.”

Beberapa hari setelah itu al-Walid berkata kepada penjaganya, “wahai

penjaga siapa yang ada di depan pintu?” penjaganya menjawab, “Beberapa orang
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diantaranya ada Umar bin Abdul Aziz.” Al-Walid berkata, “Birkan dia masuk.”
Umar kemudian masuk dan al-Walid berkata kepadanya, “Mana nasihatmu wahai
Abu Hafs?” Umar Kemudian menjawab, “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah
syirik disisi Allah dari pada membunuh, para gubernurmu membunh dan menulis,
‘dosa fulan yang dihukum mati adalah ini dan ini’padhal kau akan ditanya
tentangnya adan akan bertanggung jawab atasnya, tulislah maklumat kepada
mereka agar tidak membunuh seseorang kecuali dia menulis dosanya dan
menetapkan saksi atasnya, kemudian engkau yang mengambil keputusan atasnya
setelah semua perkara menjadi jelas.” Al-Walid menjawab, “semoga Allah
memberkahimu wahai Abu Hafs dan memanjangkan umurmu. Beri aku kertas.”
Nasihat Umar ini berhasil, sehingga lahirlah keputusan yang melarang gubernur
menghukum mati seseorang kecuali khalifah mengetahui dan menyetujuinya.
Selain nasihat tentang membatasi gubernur dalam urusan menghukum mati,
Umar bin abdul Aziz pun menasehati Khalifah al-Walid manakala hendak
menyingkirkan Sulaiman bin Abdul Malik dan mengangkat anaknya Abdul Aziz
bin al-Walid sebagai putra mahkota. Umar berkata, “Wahai Amirul Mukminin,
kami membai’at kalian berdua dalam satu paket bai’at, bagaimana mungkin kami
menyingkirkannya dan meninggalkanmu?” al- Walid pun marah kepda Umar dan
menyekapnya selama tiga hari dengan tujuan supaya Umar menyetujui rencanaya
tersebut. Tetapi pada akhirnya setelah al-Walid wafat tampuk kekuasaan khalifah
tetap diturunkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik.
2. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Sulaiman bin Abdul Malik
Di zaman Sulaiman bin Abdul Malik, kesempatan Umar bin abdul Aziz untuk
meberikan manfaat bagi rakyat semakin terbuka lebar. Begitu Sulaiman bin Abdul
Malik diangkat menjadi khalifah, dia langsung mendekatkan Umar bin Abdul Aziz
kepadanya, Sulaiman berkata, “Wahai abu Hafsh, sesungguhnya kami diserahi apa
yang telah kamu ketahui, mengaturnya memerlukan ilmu, dan kami tidak
memilikinya, jika kamu melhat ada kemaslahatan umum, maka tetapkan dan
perintahkan ia.”
Menurut Ash-Shalabi, yamh mendorong Sulaiman untuk membuka jalan yang

begitu lebar di depan Umar adalah sebagai berikut:
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a. Kepribadian Sulaiman bin Abdul Malik, dia tidak sepeti al-Walid
saudaranya yang ujub pada dirinya sendiri, hanya percaya kepada
pendapatnya dan berada dalam pengaruh sebagian gubernurnya. Sulaiman
sebaliknya, dia tidak mengagumi pendapatnya dan bersih dari pengaruh
faktor-faktor dari luar.

b. Suliaman yakin bahwa Umar bin Abdul Aziz mempunyai pendpat-
pendapat yang urus ladi benar.

c. Sikap Umar manakala al-Walid hendak menyingkirkan Sulaiman, hal ini
membuat Sulaiman berterima kasih kepda Umar karena itu.

Umar memiliki pengaruh besar terhadap Sulaiman dalam mengeluarkan

beberapa keputusan yang bermanfaat, diantaranya adalah
a. Memakzulkan Para Gubernur yang Zhalim Kepada Rakyat.

Bererapa gubernur pada zaman al-Walid bin Abdul Malik adalah gubernur
yang halim kepada rkyat, merek memberlkukn rakyat dengan tidak manusiawi
dan menghukum tanpa dasar yang jelas. Umar bin Abdul Aziz pernah berkataa
pada masa al-Walid maasih menjadi khalifah, beliau berkata, “Al-Walid di
Syam, Al-Hajjaj di Irak, Muhammad bin Yusuf di Yaman, Utsman bin Hayyan
di Hijaz dan Qurrah bin Syarik di Mesir, demi allah bumi ini penuh dengan
kedzaliman.” Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa al-Walid bin
Abdul Malik memimpin dengan dorongan para gubernur yang kejam terhadapap
rakyat, supaya rakyat tunduk kepada setiap perintah khalifah.

Pad zaman Suliman bin Abdul Malik Umar mengusulkan kepda Sulaiman
untuk memkzulkan para gubernur yang zhalim kepda rakyat, Sulaiman bin
Abdul Malik pun setuju dan mengganti gubernur-gebernura yang dianggap
zhalim, seperti, Qubernur Mekkah Khalid al-Qashari dan Gubernur Madinah
Utsman bin Hayyan.

b. Menasehati Sulaiman Agar Mengembalikan Shalat Kepada Waktunya

Ibnu Asakir mennyebutkan dari Zaid bin Abdul Aziz bahwa al-Walid bin

Abdul Malik menunda Shalat Ashar dan Zhuhur, manakala Sulaiman

menjabat sebagai khalifah, dia mengumumkan —atas usulan Umar bin Abdul

Aziz- “Shalat telah dimatikan, maka hidupkanlah kembali.”
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c. Dorongan Umar Kepada Sulaiman Untuk Mengembalikan Hak-Hak
Kepada Pemeiliknya.

Sulaiman pergi ke daerah pedaalaman bersama Umar, tiba-tiba mendung
tiba dengan kilat dan halilintar yang menyambar. Sulaiman dan orang-
orangnya terkejut, tetapi Umar berkata, “Ini adalah suara nikmat, bagaimana
jika kau mendengar suara adzab?” Sulaiman berkata, “ambillah seratus dirham
ini dan sedekahkanlah ia.” Umar berkata, “Ada yang lebih baik dari ini wahaai
Amirul Mukminin.” Sulaiman bertanya, “Apa itu?” Umar menjawab, “ Suatu
kauam yang menyertaimu, mereka dizzhalimi tapi tidak kuasa untuklapor
kepadamu.” Maka suaiman duduk dan memutuskan untuk mengembalikan
hak-hak kepda pemiliknya. Ini adalah bukti bahwa Umar mengetahui dengan
pasti skala pioritas, mengembalikan hak kepada pemiliknya lebih didahulukan

dari pada bersedekah.

Dr. Yusuf al-lsy beperdapat bahawa titik tolak kebijakan Umar bin Abdul
Aziz bermula sejak Sulaiman bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah. Memang
terkadang Sulaiman sedikit gegabah dalam menetapkan kebijakan, dia mengambil
keputusan-keputusan yang bisa jadi tidak disetujui oleh Umar, sekalipun begitu Umar
bin Abdul Aziz tetap memiliki kekuatan yang berpengaruh semasa pemerintahan
Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan-kebijakan Umar tidak berubah, Umar di
Damaskus masih sama dengan Umar yang dulu ada di Madinah, sekalipun di
damaskus dia bisa berbuat lebih banyak. Perkara utama menurutnya adaalah

mencegah kezhaliman, kealiman dan kesewenang-wenangan.

D. Pegangkatan Umar bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah
Diantara kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik adalah bahwa dia
berkenan menerima nasihat seorang ulama ahli figh, Raja’ bin haiwah al-Kindi, yang
mengusulkan ketika Sulaiman sakit dan akhirnya wafat, agara mengangkat Umar bin
Abdul Aziz sebagai penerusnya. Ibnu Sirin berkata, “Semoga Allah merahmati Sulaiman,
dia mengawali pemerintahannya dengan menghidupkan shlat dan mengakhirinya dengan
mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya.”

Ada beberapa riwayat tentang pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi

khalifah, diaantara riwayat-riwayat yaang adaa adaalah apa yang disebutkan oleh Ibnu
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Sa’ad dalam ath-Thabagat dari Suhail bin Abu Suhail, dia berkata, Aku mendenagar
Raja’ bin Haiwah berkata, “Di Hari Jum’at aku melihat Sulaiman bin Abdul Malik
memkai baju berwarna hijau dari wol, dia bercermin dan berkata, ‘Aku adaalah raja
muda.’ Lalu dia keluar untuk Shaat Jum’at bersama rakyat, dia langsung sakit begitu dia
pulang, manakala sakitnya semakin keras dia menulis wasiat untuk anaknya yang
bernama Ayyub. Ayyub inilah anaknya yang belum dewasa (dalam riwayat lain
disebutkan bahwa Ayyub sudah meningggal sebelum Sulaiman bin Abdul Malik). (Al-
Mishri A. b., 2014) Akujawab berkata kepeda Sulaiman, ‘Apa yang engkau lakukan
wahai Amirul Mukminin? Diantara kebaikan seseorang yang mengalir ke keburannya
adalah bahwa dia mengangkat orang shalih sesudahnya.” Sulaiman berkata, ‘Surat
wasiaat yang aku masih beristikarah kepada Allah, aku masih mempertimbangkan, aku
belum memutuskan dengan pasti.’

Satu atau dua hari setelah itu Sulaiman membakar surat tersebut kemudian dia
mengundangku, dia bertanya, ‘Bagaimana menurutmu dengan Dawud bin Sulaiman?’
Aku menjawab, ‘Dia berada di Konstatinopel, engkau sendiri tidak tahu dia hidup atau
mati.” Sulaiman bertanya, ‘Siapa menurutmu wahai Raja’?’ Aku menjawab, ‘terserah
engkau wahai Amirul Mukminin.” Sulaiman berkata, ‘Bagaimana menurutmu Umar bin
Abdul Aziz?’ Aku menjawab, ‘Sepengetahuanku, demi Allah, dia adalah orang yang
mulia, baik dan Muslim sejati.

Sulaiman berkata, ‘Dia akan terus seperti itu, demi Allah, jika aku memilihnya.
Namun Akn terjadi fitnah jika aku tidak mengangkat salah satu dari anak-anak Abdul
Malik. Mereka tidak akan membiarkan Umar memimpin mereka, kecuali bila aku
menjadikan salah satu dari mereka sebagai pemimmpin setelah Umar. Aku memutuskan
akan menjadikan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar. Ini akan
menenangkannya dan mereka pasti setuju dengan keputusan ini.” Aku berkata, ‘Benar
sekali perkataanmu ini.’

Maka Sulaiman menulis dengan tangannya sendiri sebagaai berikut:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini adalah surat
keputusan dari hamba Allah, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin untuk Umar
bin Abdul Aziz. Sesungguhnya aku telah mengangkatnya sebagai khalifah setelahku dan
setelahnya Yazid bin Abdul Malik, maka dengarkan lah dia dan taatilah, serta
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bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berpecah belah maka musuh akan mudah
menundukan kalian.”

Kemudian di mencap keputusan itu. Selanjutnya, mengutus sesorang menemui
Ka’ab bin Hamid, komandan polisi agar menyuruhnya untuk mengumpulkan seluruh
anggta keluarga Sulaiman. Ka’ab pun melakasanakan perintah khalifah, seluruh anggota
keluarga Suliaman berkumpul, kemudian Sulaiman berkata kepada Raja’, ‘Bawa surat
keputusanku ini kepada mereka, lalu beritahu kepda mereka bahwa ini adakah surat
keputusanku dan suruh mereka untuk berjanji membai’at orang yang telah aku pilih
sebagai penggantiku.’

Raja’ segera melaksanakan perintah, ketika Raja memberitahukan apa yang
dikatakan oleh sulaiman, mereka berkata, ‘Kami dengar dan kami taat kepda orang yang
disebutkan dalam surat keputusan.” Lalu mereka berkata, ‘Bolehkah kami masuk dan
memberikan salam kepada Amirul Mukminin?’ Raja’ menjawab, ‘iya.’

Mereka masuk dan menemui Sulaiman, kemudian Sulaiman berkata kepda
mereka, Surat keputusan itu — Sambil menunjuk kearah tangan Raja’ yang memegang
surat keputusan dan mereka memandang kearahnya- adalah keputusanku. Oleh karena itu
dengarkan, ta’ati dan bai’atlah orang yang disebutkan dalam surat keputusan ini.” Maka
mereka serempak berjanji akan membai’atnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa
Sulaiman sudah meninggal ketika keluarganya masuk untuk memberikan salam. Tetapi
Raja’ mengangkat badan Sulaiman dan menyenderkanya dengan beberapa bantal, lalu
menyuruh salah seorang pembantu untuk berdiri di sebelah beliau. Keluarga Sulaiman
mengucapkan salam dan melihat tubuh Sulaiman dari balik pintu. Pembantu yang sudah
disiapkan Raja’ menjawab salam dengan suara seperti orang yang sedang sakit. (Al-
Mishri A. b., 2014, hal. 37)

Raja’ berkata, ‘Setelah mereka pergi, Umar bin Abdul Aziz menemuiku dan
berkata, ‘Hai Abdul Miqdam, sesungguhnya Sulaiman memiliki hubungan keluarga dan
kasih sayang denganku dan sangat baik lagi sayang kepadaku. Aku khawatir dia telah
menyerahkan perkara kepemimpinan kepdaku. Oleh karena itu, aku meminta kepdamu
atas nama Allah, hubungan keluarga dan kasih sayangku, kamu memberitahukan
kepadaku jika memang benar dia telah menyerahkan perkara kepeminpinan kepdaku,

sehingga aku dapat memintanya untuk membatalkannya sekarang sebelum tiba waktu
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yang akau tidak bisa lagi untuk membatalkannya.” Raja’ menjawab, ‘Tidak demi Allah
walaupun satu huruf.” Umar pun pergi dengan perasaan khawatir.

Raja berkata kembali, ‘Kemudian Hisyam bin Abdul Malik datang menemuiku
dan dia berkata, ‘Hai Raja’ Sesungguhya aku memeliki hibungan kekeluargaan dan kasih
sayang dnganmu sejak lamadan akau sangat berterima kasih. Oleh karena itu, beritahukan
kepadakuapakah perkara ini (pengganti Khalifah) diserahan kepadaku? Jika diserahkan
kepdaku maka aku pun tahu, jika diserahkan kepada orang lain maka aku akan bicara.
Aku adalah orang yang pantas untuk itu. Beritahukan saja kepadaku, demi Allah, aku
tidak akan menyebarkan siapa yang telah memberitahuku selamanya.

Raja berkata, ‘Aku tidak mau memberitahukan kepadanya. Aku berkata, ‘Tidak,
demi Allah, Aku tidak akan memberitahukannya kepadamu walaupun satu huruf dari apa
yang disampaikan khalifah kepadaku.” Akhirnya Hisyam pergi dengan memukulkan satu
tangannya ke tangan yang lain tanda kesal sembari berkata, ‘Kepada siapa diserahkan
jika tidak kepadaku? Apakah akan diserahkan kepada selain anak-anak Abdul Malik?
Demi Allah akulah anak Abdul Malik sebenarnya.’

Raja’ berkata lagi, ‘Aku masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik dan ternyata
saat itu dia sedang menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika sakaratul maut
mulai menghampirinya, aku palingkan wajahnya kearah Kiblat, tiba-tiba dia berkata,
‘Belum lagi, hai Raja.” Dua kali aku melakukan hal ini. Kemudian pada kali yang ketiga
dia berkata, ‘Sekaran hai Raja’, jika kamu ingin melakukannya, Aku bersaksi tidak ada
tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-
Nya.” Lalu aku memalingkan waajahnya ke arah kiblat dan dia pun menghembuskan
nafasnya yang terakhir.” Setelah Raja’ memejamkan mata Sulaiman, dan dia menutupi
jasadnya dengan kain berwarna hijau lalu dia menutup pintu kamar Sulaiman. Raja
berkata,” Kemudian aku mengutus seseorang untuk menemui istrinya agar dia dapat
melihat suaminya. Tak lama kemudian utusan ini datang dan berkata, ‘Istrinya bertanya,
‘Bagaimana keadaannya?’ Aku menjawab, ‘ Dia sudah tidur dan tubuhnya ditutupi.’ Lalu
utusan tersebut melihat jasad Sulaiman sudah ditutupi dengan sepotong kain. Utusan itu
pun kembali dan memberitahukan hal ini kepada istri Sulaiman. Istri Sulaiman memerima
apa yang disampaikan oleh utusan itu dan mengira bahwa suaminya memang sedang
tidur.
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Raja’ berkata lagi, ‘Aku lalu menempatkan sesorang yang aku percaya di depan
pintu dan aku pesankan kepadanya agar tidak meninggalkan tempat sampai aku datang
daan tidak memboarkan seseorang masuk. Kemudian akau prgi dan mengutus seseorang
untuk menemui Ka’ab bin Hamid al-‘Ansi untuk mengumpulkan seluruh anggota
kelaaurga Sulaiman. Dia pun segera mengumpulkan seluruh anggota kluarga Amirul
Mukminin Sulaiman, mereka berkumpul di Masjid Dabig, aku menemui mereka, lalu aku
berkata, ‘Berjanjilah kalian untuk membai’at.” Mereka mnjawab,”’Kami sudah berjanji
akan berbai’at, lalu kami harus berjanji membai’at lagi?” Aku berkata, ‘Ini adalah
perintah Amirul Mukminin, brjanjilah kalian akan membai’at seperti yang diperintahkan
olehnya. Berjanjilah kalian akan membai’at orang yang disbutkan dalam surat keputusan
yang sudah dicap ini.” Untuk kedua kalinya mereka berjanji akan membai’at satu persatu.

Raja berkata lagi, ‘Ketika mereka berjanji setelah meninggalnya Sulaiman , aku
merasa sudah mengatasi keadaan. Maka aku berkata, ‘Temuilah keluaraga kalian,
sesungguhnya dia sudah meninggaldunia.” Mereka pun mengucap, ‘Innaa lillahi wa inna
ilaihiraaji’uun.” Lalu aku membacakan surat keputusan dihadapan mereka. Ketiak akau
sampai pada penyebutan nama Umar bin Abdul Aziz, Hisyam bin Abdul Malik berkata,
‘Kami tidak akan membai’atnya selama-lamanya.” Aku pun berkata, ‘Akan ku pancung ,
demi Allah, lehermu. Berdiri kamu dan berjanjilah akan membai’at.” Hisyampun berdiri
dan berjanji.

Raja berkata, ‘Aku memegang kedua tangan Umar, lalu aku menepatkannya di
mimbar, semetara dia mengucap Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji 'uun Karena keadaan
yang dialaminya. Adapun Hisyam mengucap /nnaa lillahi wa inna ilaihiraaji 'uun Karena
dia tidak terpilih sebagai pengganti khalifah. Ketika sampai giliran Hisyam untuk
membai’at, dia berkata, ‘Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji’'uun, ktika perkara ini
diserahkan kepadamu bukan kepada keluarga Abdul Malik.” Maka Umar menjawab,
‘Benar, Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun, Keetika perjara ini diserahkan kpadaku,
karena aku tidak menyukainya.

Abul Hasan an-Nadhawi mengomentari sikap Raja’ bin Haiwah. Di berkata,
“Raja memiliki jasa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Islam. Aku tidak mengtahui

seorangpun dari wakil raja dan para pejabatnya yang kedekatan dan kedudukan mereka
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sanat berguna dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Islam seperti Raja bin
Haiwah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 48-53)

E. Kondisi Masyarakat di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
1. Sosio Historis

Nama Dinasti Umayyah diambil dari kakek Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu
Umayyah bin Abd al-Syam. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah
bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibai’at menjadi khalifah setelah khalifah
sebelumnya Utsman bin Affan wafat. Salah satu kebijakan aal dari Ali bin Abi Thalib
adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan
oleh Utsman bin Affan kepada keluarganya dan memecat gubenur-gubernur dan
pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman.

Namun, Muawwiyan bin Abu Sufyan yang kala itu menjbat sebagai gubernur
Syiria menolak pemecatan Ali dab sekaligus tidak mau mebai’at Ali sebagai khalifah.
Muawiyah bahkan membentuk kelompok yang berpusat di Damaskus yang bertujuan
untuk memberontak pemerintahan Ali dan dia berusaha untuk membalas kematian
Utsman bin Affan. Desakan inilah yang berakibat terjadinya peang Shiffin antara
pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Peperangan ini berakhir dengan tahkim, dimana pihak Muawiyah dan pihak
Ali sepakat untuk melakukan perdamaian, yang pada kenyataanya pada saat perang
pihak Muaawiyah dalam keadaan terdesak dan hampir kalah. Tetapi dengan siasat
dari penasihat Muawiyah yaitu Amr bin ‘Ash, agar pasukannya mengankat mushaf al-
Qur ‘an di ujung tombak mereka, pertanda seruan damai, pihakk Ali pun sepakat
untuk melkukan perdamaian.

Dengan adanya tahkim ini tidak membuat keadaan membaik, justru sebaliknya
keadaan semakin memburuk dengan terbaginya golongan yang dulunya memihak Ali
bin Abi Thalib menjadi dua golongan, yaitu Khawarij (golongan yang keluar dari
pendukung Ali bin Abi Thalib) dan Syi’ah (golongan yang masih setia dengan Ali bin
Abi Thalib).

Naiknya Muawiyah menajadi khalifah disebabkan oleh terbunuhnya Ali bin
Abi Thalib oleh salah seorang dari golongan Khawarij. Walau kemudian tampuk

kekuasaan jatuh ke tangan Hasan bin Ali namun tanpa dukungan yang kuat dan
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kondisi politik yang sedang kacau, akhirnya Hasan menyerahkan tampuk kekuasaan
ke Muawiyah bin Abi Sufyan, denagn syarat pemilihan khalifah selanjutnya
diserahkan kepada mufakat kaum Muslimin. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 41
H/ 661 M dan dikenal sebagai ‘Am Jama ah. Dengan perjanjian ini maka secara resmi
Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah oleh umat Islam secara umum.
Namun pada akhirnya janji Muawiyah kepada Hasan bin Ali agar pemimpin
selanjutnya harus diserahkan kepada kaum Muslimin, dilanggar oleh Muawiyah. Dia
mengangkat anaknya sendiri Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Hal
ini juga yang membuat corak pemerintahan Islam berubah dari Theo-demokrasi

menjadi Monarchiheridetis (kerajaan turun-temurun). (Rahmadi, 2018, hal. 670)

. Sosio Kultural

Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah, dimulai
dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai yang terakhir Marwan bin Muhammad.
Keempat Khalifah tersebut adalah: (As-Suyuthi, 2018)

e Muawiyyah bin Abu Sufyan

e Yazid bin Muawiyyah

e Muawiyyah bin Yazid

e Marwan bin hakam

e Abdul Malik bin Marwan bin Hakam

e Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan

e Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan

e Umar bin Abdul Aziz

e Yazid bin Abdul Malik bin Marwan

e Hisyam bin abdul Malik bin Marwan

e Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik

e Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik

e Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik

e Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam

Pada masa kepemimpinan Muawiyyah bin Abu Sufyan dilakukan pemindahan
pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Selain itu dia juga melanjutkan

perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah
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Usman dan Ali, dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah,Tuniasia
dapat ditaklukan. Disebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan
sampai ke sungai oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya
melakukan serangan-serangan ke Ibukota Binzantium, Konstantinopel.ekspansi ke
timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. la
mengirim tentara menyebrangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh,
Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Markhand. Tentaranya bahkan sampai ke India
dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibn Abdul
Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu
tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua
Eropa, yaitu pada tahun 711 M. setelah alJajair dan Marokko dapat ditaklukan, Tariq
bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam,menyeberangi selat yang memisahkan antara
Marokko dengan benua Eropa, dan mendapat di suatu tempat yang sekarang dikenal
dengan nama Gibraltar (Jabal Tariq)

Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian Spanyol menjadi
sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Kordova, dengan cepat dikuasai.
Menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota
Spanyol yang baru setelah jatuhnya Kordova. Pada saat itu, pasukan Islam
memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat
setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa.

Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui
pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Abdurahman ibn Abdullah al-
Ghafigi. la mulai menyerang Bordeau, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours.
Namun dalam peperangan di luar kota Tours, al-Qhafii terbunuh, dan tentaranya
mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut pulau-pulau yang
terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini.
(Ely, 2015)

Selain melebarnya daerah kekuasan Islam, hal ini berdampak kepada
akulturasi budaya yang semakin masif antara budaya arab dengan tradisi bangsa-

bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Hal tersebut kemudian
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melahirkan kreatifitas baru di bidang seni bangunan (arsitektur) dan ilmu
pengetahuan. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ia
adalah seorang pemimpin yang mempunyai keinginan yang sangat kuat pada
pembangunan. Dia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik
dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur-sumur untuk para kabilah yang
berlalu-lalang di jalan tersebut. Dia juga membangun Masjid al-Amawi yang terkenal
di Damaskus sampai sekarang, dan juga masjid Agung Cordova yang terbuat dari
batu pualam. (Rahmadi, 2018)

Selain seni bangunan (arsitektur), seni suara dan seni ukir pun
berkembambang dengan pesat. Seni suara yang berkembang pada masa itu adalah
seni baca al-Qur ‘an, gashidah, musik dan lagu-lagu yang bernafaskan cinta. Sehingga
pada saat itu bermunculan gari’ah ternama. Dalam seni ukir yang menonol padamasa
itu adalah seni kaligrafi sebagai motif ukiran dan pahatan. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya dinding masjid dan temboktembok isatana yang diukir dengan kaligrafi.
(Jani, 2013)

Disamping adanya dampak positif dalam akulturasi budaya, terdapat dampak
negatif yang terjadi dari perluasan wilayah yang dilakukan Dinasti Bani Umayyabh,
yaitu banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam yang kemudian mendapat gelar
al-Mawali yang tidak diberikan fasilitas oleh pennguasa Baani Umayyah,
sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang Islam dari bangsa Arab. Situasi
tersebut menggambarkan adanya sistem kasta dalam kehidupan sosial pada masa
tersebut. Orang-orang araab menganggap dirinya lebih mulia dari segala bangsa non-
arab (mawali). Orang-orang araab menganggap dirinya “sayyid” (tuan) atas bangsa
non-arab, seakan-akan mereka dipilih olenh Tuhan untuk memegang pemerintahan.
Sehinnga antara bangsa Arab dan negeri taklukannya terjadi jurang pemisah dalam
hal pemeberian hak-hak bernegara. (Nur, 2015, hal. 119-120)

Namun kesenjangan sosial ini tidak berlaku padaa masa kepemimpinan Umar
bin Abdul Aziz. Rakyat pada masa beliau mendapatkan hak yang sama baik itu bansa
Arab maupun bangsa non-Arab. Hal ini dibuktikan dengan distribusi harta baitul mal
yang menyeluruh tanpa memandang suku bangsa. Ada sebuah kisah yang diceritakan

oleh Yahya bin Sa’id saat dia diperintah Khaalifah Umar untuk mencari orang
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miskin di Ifrigiyyah, tetapi dia tidak menemukan satu orang miskin pun yang berhak
menerima zakat. Dan akhirnya dia membeli hamba-hamba sahaya lalu
membebaskanyya, sehinnga para budak sangat mencintai kaum Muslimin pada masa
Khalifah Umar bin abdul Aziz. (Al-Mishri A. b., 2014, hal. 127-128)

. Sosio Ekonomi

Pada masa kepemimpinan Dinasti Bani Umayyah perekonomian masayarakat
mengangalami fluktuasi tergantung dari siapa khalifah yang menjabat. Setidaknya ada
tiga khalifah yang berkonsentrasi dalam kebijakan peningkatan perekonomian kala
itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul
Aziz.

Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan kebijakan yang dia ambil dalam bidang
ekonomi adalah mendirikan badan pencatatan negara, mencetak mata uang, dan tetap
membebankan jizyah kepada siapa saja orang yang dulunya non-Muslim yang
menjadi mualaf. Kebijakan yang ketida ini sanngat membebani rakyat dan
memunculkan banyak masalah pada awal-awal berdirinya Dinasti Bani Umayyah.

Setidaknya ada dua tujuan utama kebijakan ekonomi pada masa khalifah
Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu: a) mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, pada
waktu itu para gubenur saling berlomba mengumpulkan pajak sebanyak mungkin dari
rakyat tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka, b) memuaskan para pejabat
negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya dari hasil zakat dan
jizyah yang dikumpulkan dari rakyat.

Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para Kkhilafah,
sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat, guna mendapatkan harta yang
banyak menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam karena
masih sama membayar pajak. Karena sebenarnya orang kafir yang sudah masuk
Islam tidak lagi membayar jizyah, sehingga pemasukan baitul mal semakin
berkurang Pada masa  kemimpinan  Dinasti ~ Umayyah,  baitul  mal
sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan dan di
kritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8

Dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz.
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Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan percetakan uang semakin masif
dilakukan dengan membangun pabrik pembuatan uang di Damaskus. Sebelumnya
mata uanag yang beredar di masyarakat adalah mata uang Bizantium dan Persia, lalu
khalifah Abdul Malik bin Marwan menggantinya dengan mata uang Islam tersendiri
dengan mencantumkam kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” mengguankan kata dan
tulisan arab pada tahu 659 M/74H. Penggunaan kata dan tulisan bahasa arab
sesumgguhnya juga termasuk dari strategi politik Arabisasi di aman beliau. Khalifah
Abdul Malik bin Marwan tidak segan memberikan hukuman kepada siapa saja yang
mencetak uang sendiri pada masa itu.

Selain mencetak mata uang Islam sendiri, Khalifah Abdul Malik mengambil
kebijakan agar para Muslimin diwajibkan membayar zakat saja dan beban pajak
ditiadakan atas mereka. kebijakan ini berimbas kepada banyaknya orang yang
berbondong-bondong masuk isam, tujuannya adalah agar terhindardari beban pajak.
Kebijakan ini berakibat buruk terhadap pemasukan baitul mal dari sektor pajak.
Sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya
pasukan militer dari kelompok Mawali (yaitu kelompok umat Islam yang
bukan berasal dari Arab dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain).
Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar maka
Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para muallaf ke posisinya
semula yaitu sebagai petani dan diharuskan membayar pajak sebesar beban
Kharaj dan Jizyah seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Kebijakan ini sangat
ditentang oleh para Mawali. Hal inilah yang nantinya akan menjadi sebab runtuhnya
dinasti Bani Umayyah karena nantinya kaum mawali yang merasa didzolimi ini akan
mulai membelot dan tidak setia lagi kepada keluarga Bani Umayyah. (Muflihin,
2020)

Khalifah selanjutnya yang terkenal dengan kebijakan ekonominya adalah
Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah tinta emas dalam sejarah kepemimpinan
Dianasti Bani Umayyah. Tidak seperti para khalifah sebelumnya yang menegeluarkan
kebijakan ekonomi hanya untuk kepentingan keluarga Bani Umayyah, Beliau
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih memihak masyarakat. Sehinnga

berdampak kepada munculnya rasa percaya di masyarakat kepada pemerintah dan
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kembalinya ghirah untuk melakukan kegiatan ekonomi. hal ini yang menjadi alasan
banyaknya harta baitul mal pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dan
dengan kebijakannya harta yang terkumpul didistribusikan dengan adil kepada
masyarakat.
F. Dasar Pengambilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
1. Al-Qur’an
Secara bahasa Al-Qur’an diartikan sebagai bacaan, dan secaraa istilah adalah
fiman Allah SWT.yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memberi
petunjuk kepda seluruh umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. (Waid,
2014, hal. 19)
Dasar hukum al-Qur’an menjadi sumber utama hukum Islam tercantum di

dalambeberapa ayat al-Qur’an, diantaranya:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berpedoman pada al-Qur’an dalam setiap
pengambilan kebijakan ekonominya. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat
beliau selalu berpijak kepada dalil-dali al-Qur’an.

Hal ini tercermin dalam salah satu khutbahnya, yaitu:

“Rasalullah SAW dan khalifah sepeninngal beliau mencontohkan berebagai
sunnah, melaksanakan sunnah tersebut adaalah berpegang teguh dengan Kitabullah dan
kekuatan diatas agama Allah. Tidak seorangpun berhak mengganti dan merubahnya.
Tidak pula berhak menoleh kepeda perkara yang menyelisihinya. Barang siapa
menjadiaknnya sebagai petunjuk, maka ia adalah yang mendapatkan petunjuk. Barang
siapa yang meminta tolong dengannya maka ia orang yang tertolong. Barang siapa yang
meninnggalkannya dan mengikuti selain jalannya para sahabat, maka Allah akan

membiarkannya bergelimang kesesatannya itu, lalu Allah akan melemparkannya ke
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neraka Jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali.” (Al-Mishri A.
b., 2014, hal. 53)

Para ulama menyanjung perilaku Khalifah Umar bin abdul Aziz ini, salahsatunya
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdul Hakam, dia mendengar al-Imam Malik
berkata,

“Aku sangat kagum dan terkesan dengan tekad Umar untuk berpegang teguh

)

dengan Kitabullah dan sunnah ini.’
2. Al-Hadits
Hadits secara bahasa adalah al-Jadid yang berarti baru sedanngkan secara

istilah adalah:
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Artinya: “Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan,
perbuatan, taqrir (ketetapan atau persetujuan), dan sifat.” (Thahhan, 2004)
Dasar hukum yang menjadikan hadist sebagai sumber hukum Islam kedua
setelah al-Qur’an adaalah QS.Al-Hasr ayat 7
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Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menaruh perhatian besar terhadap hadist-
hadist Rasulullah. Hal ini tercermin dari perintahnya kepada para kalaangan
terpelajar , agar mereka mengumpulkan dan membukukan hadist Nabi Saw. Perintah
ini dilatar belakangi oleh banyaknya hadist-hadist palsu yang beredar dimasyarakat,
sehingga perlu adanya tindakan untuk memisahkannya dari hadist-hadist shahih.

Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi beliau
menjadikan hadist Nabi Saw. Sebagai dasar hukum setelah al-Qur’an. Contohnya
adalah keputusan tentang jizyah. Beliau mengahpus jizyah dari para muallaf yang
pada zaman khalifah sebelum beliau, masih dibebani dengan kewajiban jizyah.
Mereka mengira bahwa orang-oraang yang masuk Islam ini hanya bertujuan
menghindari jizyah. Padahal pada zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin hanya

mewajibkan jizyah kepada orang-orang non-Muslim saja. Maka pada zaman Umar
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bin Abdul Aziz beliau menghapuskan kewajiban jizyah bagi mereka yang sudah
masuk Islam.

Bukti lain yang menunjukan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sanagt
berpedoman pada hadist Rasulullah adalah dalam salah satu ssurat yang pernah belaiu
tulis, yaitu:

“Sesungguhnya orang yang oaling ringan kematiannya bagiku dan juga tidak
membuatku bersedih adalah seseorang yang ingin menyelisishi sesuatu dari
sunnah Rasulullah Saw.”

ljtihad

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang berarti “al-
masyoqot” (kesulitan atau kesusahan) dan “athogot” (kesanggupan dan kemampuan)
atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 9: Artinya: ....”dan (mencela)
orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.”

Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu “ijtihada”,
penambahan hamzah dan ta’ pada kata ‘“‘jahada” menjadi “ijtihada” pada wazan
ifta’ala, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya ‘“kasaba”
menjadi “iktasaba’ berati usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian
“ijtihada” berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. ljtihad dalam pengertian
lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya. Dengan
demikian, ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang menyangkut tentang hukum Islam.

Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun
terminolo gi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. ljtihad secara etimologi
memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang
sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk
mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau
yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma qu; agar maksud dan tujuan umum
dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. (Has, 2013)

Dasar hukum bahwa ijtihad bisa dijadikan sebagai dasr hukum Islam adalah

hadist Rasulullah Saw, yaitu:
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Artinya: Berkata Rasulullah Saw. kepada Muadz sebelum beliau mengutusnya ke
Yaman: “Bagaimana kamu memutuskan hukum apabila dibawa kepadamu suaatu
peemasalahan?” Muadz menjawab: “Saya Akan memutuskan hukum bedasarkan
Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak menjumoainya di Kitab
Allah?” Muadz menjawab: Saya akan memutuskan hukum berdasarkan sunnah
Rasulullah.” Nabi bertanya lagi: Sekiranya kamu tidak menjumpainya di Sunnah
Rasulullah dan di Kitab Allah?” Muadz menjawab: “Saya akan akan berijtihad
dengan penalaranku.” Maka Nabi memegang pundak Muadz, dan beliau berkata:
Seagala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah yang
Rasulullah ridho atasnya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) (Hakim, 2007,
hal. 47)

Dalam mengambil kebijakannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz
menggunakan ijtihad disamping al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. salah satu
contohnya adalah beliau menggunakan uang baitul mal untuk membeli dan
memerdekakan para hamba sahaya. Contoh lain beliau memberikan kekusaan penuh
kapada gubernur suatu daeraah untuk mengelola dana zakat dan membagikannya
kepada orang yang berhak. Beliau juga mengambil kebijakan subsidi silang, dimana
jika ada daerah yang surplus maka daerah tersebut akan membantu daerah lain yang

kekurangan pemasukan.
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BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Pajak yang berlaku pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada
tiga yaitu, jizyah, kharaj dan usyur. Dari ketiga jenis pajak ini Khalifah Umar
memanfaatkannya dengan sangat baik dalam rangka meningkatkan pendapatan negara
dan menyalurkannya sesuai dengan aturan syar’i. Walaupun pada dasarnya Khalifah
Umar mengurangi sumber penerimaan pajak dengan mengahapus pajak-pajak yang
berlaku sebelum masa kepemimpinannya yang terlihat zhalim, tetapi dengan kebijakan
tersebut tidak mengurangi pendapatan negara, justru berdamapak positif dikarenakan
dengan pengahapusan pajak yang membebani masyarakat membuat rasa percaya yang
semakin tinggi kepada pemerintah. Berikut adalah kebijakan yang diambil oleh Khalifah
Umar bin Abdul Aziz dalam usaha pengoptimalan pajak:
1. Kebijakan Pengelolaan Jizyah

Jizyah atau yang sering disebut dengan poll tax adalah pajak yang harus
dibayarkan orang-orang kafir dzimmi yang hidup di negara Islam. pajak ini
diwajibkan sebagai jaminan keamanan mereka dan sebagai konsekuensi dari
terbebasnya mereka dari tugas militer. Jizyah sudah berlaku sejak zaman Rasulullah
Saw, al-Khulafa ar-Rasyidin dan juga pada masa dinasti-dinasti Islam.

Pada masa kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah, para khalifah sebelum Umar
bin Abdul Aziz tetap memberlakukan jizyah kepada mereka yang sudah masuk Islam.
al-Hajjaj gebernur Irak pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik memandang
bahwa merka masuk Islam hanya untuk menghindari jizyah yang selama ini
diwajibkan atas mereka. Dengan demikian orang-orang muallaf ini tetap membayar
jizyah dan juga diwajibkan untuk membayar zakat sebagai kewajiban mereka sebagai
Muslim. Kebijakan ini sangat membebani masyarakat dan dampaknya bertamblah
kebencian dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah saat itu.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah menggantikan
Sulaiman bin Abdul Malik, beliau langsung menghapus beban jizyah yang berlaku

atas mereka yang sudah masuk Islam, dan bagi para muallaf yang kaya kewajiban
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jizyah digantikan dengan kewajiban zakat. Mendengar kebijakan ini, para ahlu kitab
berbondong-bondong masuk Islam. Setelah kebijakan ini berlaku, salah satu pegawai
Khalifah Umar yang bekerja di baitul mal melaporkan pemasukan jizyah berkurang
dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
menjawab:

“Amma ba’du, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai

penyeru (kepada jalan Allah), bukan sebagai tukang pungut upeti.”

Kebijakan penghapusan jizyah yang dibambil oleh Khalifah Umar ini
berpedoman pada al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. Dimana jizyah memang pada
dasarnya diberlakukan bagi para ahlul kitab yang bertempat tinggal di negara
Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat: 29

O3 Y3 Ay A 5 6 032 N5 2 o3 L N5 AL B Y G B

Dyl oA 5 o5 ki 3 S 3 ol i s
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh
Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Dalam penarikan jizyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperhatikan
keadaan finansial individu yang diwajibkan membayarnya, jika ada ahlu kitab yang
fakir maka tidak diwajibkan atasnya untuk membayar jizyah, bahkan Khalifah Umar
menanggung semua biaya hidupnya dengan uang yang bersal dari baitul mal. Beliau
memerintahkan agar penarikan jizyah tidak membebabani dan tidak ditarik secara
zhalim. Beliau juga memetakan jumlah jizyah yang harus dibayar berdasarkan
kemampuan finansial suatu daerah, contohnya biaya jizyah yang harus dibayarkan
penduduk Syam lebih tinggi dari penduduk Yaman, dikarenakan penduduk Syam
terkenal dengan penduduknya yang kaya.

Selain itu, Khalifah Umar juga meringankan kewajiban jizyah penduduk
wilayah Nejran, karena ketika Khalifah Umar memerintahkan pegawainya untuk
menghitung jumlah penduduk daerah tersebut, dan hasilnya jumlah penduduk nya
berkurang sepersepuluh, sedangkan kewajiban jizyah yang dibayarkan masih sama.

Maka Khalifah Umar mengurangi jumlah biaya jizyah yang mereka bayarkan, yang
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sebelumnya mereka diwajibkan untuk membayar senilai dua ribu pakaian, dan
Khalifah Umar menetapkan mereka hanya perlu membayar senilai dua ratus pakaian
saja.

Pembaharuan kebijakan jizyah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul
Aziz ini berdampak positif bagi keuangan baitul mal saat itu., sebab dengan
dihapusnya kewajiban jizyah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam menambah
rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Mereka merasakan keadilan dan
penyamarataan kewajiban yang sangat baik diterpkan oleh pemimpin mereka. Dengan
adanya rasa percaya dan rasa telah diberlakukan secara adil oleh pemerintah,
membebaskan negara dari fitnah dan pemberontakan yang biasanya memerlukan dana
yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Dana jizyah yang masuk ke baitul mal
dipergunakan untuk mebangun infrastruktur-infrastruktur penunjang kegiatan sosial-
ekonomi masyarakat, dan membayar gaji para pegawai pemerintahan.

Kebijakan Pengelolaan Kharaj

Kharaj atau land tax adalah pajak yang diabayarkan kepada negara atas tanah
wilayah yang tunduk kepada pemerintahan Islam. Kharaj pertama kali diberlakukan
pada masa Khlifah Umar bin al-Khatthab dan sumber pendapatan kharaj ini menjadi
sumber pendapatan utama negara Islam setelahnya. Pada masa Dinasti Bani Umayyah
kharaj menjadi sumber pendapatan negara paling besar, namun para Khalifah
sebelum Umar bin Abdul Aziz tidak mengelolanya dengan benar sehinnga
pendapatan dari kharaj ini tidak bisa dioptimalkan.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pemasukan kas
negara dari segi kharaj meningkat drastis. Meningkatnya pendapatan negara ini tidak
lepas dari kebijakan yang diambil oleh beliau, beberapa kebijakan yang Khalifah
Umar tetapkan untuk meningkatkan pendapatan kharaj adalah:

a. Melarang jual beli tanah kharaj
Pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, mereka
memperbolehkan para pemilik tanah kharaj menjual tanahnya. Beliau juga
menolak pengalihan tanah yang pemilinya masuk Islam dari tanah kharaj kepada
tanah sepersepuluh (zakat). Belaiu berpendapat bahwa kharaj adalah kewajiban

atas tanah sendangkan sepersepuluh (zakat) adalah kewajiban atas hasilnya.
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Dengan kebijakan ini Khalifah Umar berhasil menjaga sumber pendapatan negara
yang utama.
. Meringankan pajak para petani

Para khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz sudah terbiasa membebani
para petani dengan pajak yang bermacam-macam. Hal ini mengakibatkan
terbebaninya para pemilik tanah, bahkan mereka harus menjual binatang peliharan
dan pakaiannya untuk membayar pajak dan imbasnya tanah mereka tidak
produktif karena tidak ada biaya untuk mengelolanya.

Manakala Khalifah Umar bin abdul Aziz memegang pemerintahan, beliau
langsung menghapus semua bentu pajak yang menyelisi syari’at Allah. Beliau
menulis surat dalam kasus ini kepada para gubernurnya agar mereka
melaksanakan perintah penghapusan pajak yang membani petani, seperti
pengahapusan kewjiaban memberikan hadiah, biaya kwitansi bukti pembayaran,
biaya untuk pegawai administrasi dan biaya gudang yang berlaku di daerah
kuffah.

Selain Kufah, beliau juga menghapus pratek quballah (kira-kira dalam
menakar) yang dipraktekan di Bashrah. Dimana para petugas negara menetapkan
harga tinggi atas hasil pertanian melalui perkiraan, dan mereka meminta para
petani membayarnya secara kontan. Hal ini sangat membebani para petani
Bashrah, maka Khalifah Umar langsung mengutus Bisyr bin Shafwan dan
Abdullah bin ljlan untuk menindak pelanggaran ini dan menyuruh keduanya agar
mengembalikan apa yang telah diambil para petugas kepada pemiliknya.
Menghidupkan tanah mati

Khaifah Umar mrndorong masyarakatnya untuk mengdhidupkan tanah-
tanah yang mati. Dalam ha ini beliau menulis surat perintah kepada gubernur
Kufah,

“jangan gabungkan lahan yang tidur ke lahan yang hidup, jangan

pula membawa lahan yang hidup ke lahan yang tidur, perhatikanlah

lahan-lahan yang mati, ambillah sebatas yang mampu dilakukan,

garaplah sehingga menjadi hidup, jangna ambil dari tanah yang
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hidup kecuali kharaj dengan lembut dan menenangkan pemilik

tanah.”

Dari hakim bin Zuraiq, dia berkata, aku membaca surat Umar bin Abdul
Aziz kepada bapakku,

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati dengan mebangunnya

dan menanaminya, selama ia bukan harta suatu kaum yang merekka

belli dengan harta mereka, atau mereka teah menghidupkan

sebaagian dan meninggalkan sebagian, maka biarkanlah mereka

menghidupkannyabaik dengan membangunnya atau dengan
menanaminya.”

Dari perkataan Kahlifah Umar tersebut terlihat bagaimana beliau berusaha
untuk menghidupkan tanah yang mati agar bisa hidup kembali dan nantinya akan
mennjadi sumber pendapatann kharaj yang dapat menaikan pendapatan baitul
mal.

3. Kebijakan Pengelolaan ‘usyur

Usyur’ atau pabean adalah biaya yang harus dibayar oleh pedagang dari ahlul
kitab yang melewati perbatasan negara Islam. ‘usyur diberlakukan dan sangat
diperhatikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan mengoptimalkan sumber
pendapatan negara dari ‘usyur ini.

Pergadagan pada zaman beliau bergeliat aktif dan sangat menghasilkan.
Kegiatan ekspor dan impor barang berjalan dengan lancar. Melihat ini Khalifah Umar
memerintahkan para petugasnya untuk menarik ‘usyur dari pedagang yang masuk ke
wilayah negara Islam. Belaiu menjelaskan mekanisme penarikan ‘usyur dan dasar-
dasar hukumnya, dari kaum kafir harbi beliau menetapkan sepersepuluh dari semua
barang dagangannya dan dari kaum kafir dzimmi dipungut setengah dari sepersepuluh
(atau lima persen). Dengan banyaknya para pedagang yang melakukan aktifitas
perniagaan baik di dalam maupun diluar negara Islam, dana ‘usyur yang terkumpul
digunakan untuk membangun fasilitas pendukung kegiatas tersebut. Beberapa

kebijakan yang belaiu ambil untuk memperlancar kegaatan perdangan ini adalah:
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1) Menghapus pajak-pajak tambahan yang pernah diwajibkan kepada para
petani, sehingga berdampak kepada harga barang dagangan yang berasal dari
bidang pertanian.

2) Menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang perniagaan selain usyur.

3) Menghapus cara-cara kekerasan untuk menambah pasukan negara dari bidang
perniagaan dan bidang-bidang lainnya

4) Membangun tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat tertentu yang
dilalui oleh para pedagang.

5) Melarang para pejabat pemerintahan untuk bekerja sampingan sebagai
pedagang, agar tidak merusak persainggan yang baik antar para pedagang.

6) Adanya penyamarataan sistem timbangan diseluruh pelosok negeri

7) Melarang penimbunan barang atau monopoli.

Langkah-langkah pengoptimalan ‘usyur yang diambil oleh Khalifah Umar
sangat berperan menyemarakan pergerakan niaga pada masa itu. Sealin itu
pemasukan negara juga bertambah dari kebijakan ini, sehingga dana yang terkumpul
dapat diamanfaatkan untuk mensejahterkan masyarakat.

B. Optimalisasi Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Zakat pada masa Khaalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami peningkataan dalam
segi kuantitas yang diterima oleh baitul mal. Beleiu sangat memperhatikan hal ini karena
zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah diatur oleh Allah, baik dari siapa
saja yang harus mengeluarkannya dan juga siapa-siapa saja yang harus menerimanya.
Tindakan yang dilaakukan oleh Khalifah Umar adalaha mengumpulkan ayat-ayat
al-Qur’ an, hadits Nabi, dan atsar-atsar Umar bin al-Khatthab yang berkenaan dengan
zakat, dan memerintahkan membukukannya dan menggandakannya. Buku tentang zakat
ini yang digunakan oleh para pegawainya sebagai rujukan dalam menarik dan
mendistribusikan zakat yang telah terkumpul. Menurut Khalifah Umar dana zakat yang
terkumpul harus segera didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya,
dikarenakan dana zakat adalah dana khusus yang diatur dalam syariat untuk
mendistribusikan kekayaan dari yang kaya ke orang yang miskin, dan dana zakat juga
tidak bisa digunakan untuk kepentingan negara yang lain seperti, membangun

infrastruktur yang menunjang kegaiatan sosial-ekonomi masyarakat, dan lain-lain.
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Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah ulama yang melebarkan ranah penarikan
zakat. selain dari sumber-sumber zakat yang telah diatur dalam syari’at, beliau juga
menerapkan zakat atas komoditas lain, seperti unta milik umum, madu, ikan, dan lain
sebaginya. Fikih Umar ini bertujuan untuk menambah pengahasilan negara dari segi
zakat.

Khalifah Umar memerintahkan kepada para pegawainya agar setiap orang yang
membayar zakat diberi bukti pembayaran, supaya mereka tidak harus membayar lagi
kecuali sudah berganti tahun. Beliau memberikan kewenangan terhadap setiap wilayah
dalam menagtur zakat ini. Dana zakat yang terkumpul disuatu wilayah, juga
diditribusikan kewilayah tersebut, kecauali masayrakatnya sudah berkecukupan maka
dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada wilayah yang kekurangan.

Dana zakat yang mengalami kenaikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
tidak lain dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau. Dimana masyarakat
diperlakukan secara adil sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Pengahapusan pajak-pajak yanng berlebih juga menghasilkan iklim yang
sangat kondusif di masyarakat, mereka menemukan ghirah atau semangat kembali untuk
malakukan pertanian dan pedagangan yang sebelum Umar bin Abdul aziz diangkat
menjadi khalifah kegaiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dampaknya pengahasilan
zakat meningkat selaras dengan aktifitas ekonomi yang masif dilakukan oleh masyrakat.

Dengan banyaknya dana zakat yang terkumpul dan pendistribusian yang efektif
membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, sampai kepada titik tidak
ditemukannya lagi orang-orang yang behak menerima zakat. Maka dan zakat yang masih
banyak ini disalurkan untuk:

1. Melunasi hutang orang-orang yan dililit hutang dengan kriteria orang yang akan
dibayarkan hutangnya oleh negara tersebut tidak memiliki sifat boros.

2. Membiayai pemuda yang sudah layak menikah tetapi dia tidak memiliki modal untuk
membayar maharnya,

3. Memberi modal kepada orang-orang yang biasa mebayar kharaj dan jizyah dan

menangguhkan pelunasannya kecauali sudah dua tahun masa pinjam.
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C. Pengeluaran Harta Baitul mal pada Masa Khalifah Umar bin Abdu Aziz
Secara gari besar penegeluaran harta yang terkumpul dari pajak (jizyah, kharaj

dan ‘usyur) dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz digambarkan pada tabel

diwah ini:

No. Penerimaan Pengeluaran

e Mebangun infrasrukur penunjang

1 Jizyah kegaiatan masyarak_at, seperti jalan,
sekolah, dan lain-lain.

e Menggaji pegawai pemerintahan.

e Membangun infrastruktur pertanian,
seperti saluran irigasi, jalan dan
sumur.

e Menghidupkan tanah mati.

2. Kharaj e Memberi pinjaman kepada para
petani yang kekurangan modal
usaha.

e Membangun sekolah

e Menggaji para pegawai pemerintah.

e Membangun penginapan untuk para
musafir.

e Menyediakan jasa pemeliharaan

. hewan tunggangan para musafir

3. usyur :

e Membangun jalan perdagangan.

e Membantu para pedagang yang
tidak mempunyai uang untuk
pulang ke negara asalnya.

e Didistribusikan  sesuai  dengan
anjuran QS. At-Taubah ayat 60.

e Membebaskan para budak

4. Zakat e Membayar mahar pemuda miskin
yang mau menikah.

e Memberikan modal usaha kepada
masyarakat.

D. Relevansi Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz
dengan Zaman Sekarang

Masalah kurang optimalnya penarikan pajak dan zakat yang terjadi di Indonesia

adalah masalah yang berulang setiap tahunnya. Belum adanya kesadaran yang nyata dari

masyarakat dan kepercayaan yang terbangun untuk taat membayar pajak dan zakat,

menjadi faktor utama dalam masalah ini.
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Dari pembahasan diatas bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pengoptimalan
pajak dan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan
rujukan bagi pemerintah dalam hal mengurangi atau bahkan mengatasi masalah
pengoptimalan pajak dan zakat di Indonesia. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
yang penulis rasa masih relevan dengan zaman sekarang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian. Dengan
infrastruktur yang memadai tentunya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian
suatu negara menjadi lebih masif. Pendistribusian barang dan jasa akan lebih cepat
dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Sebagai catatan pembangunan infrastuktue
ini tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi pembangunan infrastruktur juga
diperlebar ke daerah-daerah yang jauh dari kota.

2. Sebagai negara dengan potensi pertanian yang tinggi, pemerintah Indonesia harus
lebih memperhatikan para petani dengan memberikan bantuan-bantuan dan pelatihan
yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Seperti memberikan modal kepada petani
yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai modal untuk mengolah tanahnya,
sehingga tanah yang dulunya terlantarkan atau mati bisa dihidupkan kembali.

3. Pengeloalaan zakat diberikan kepada pemerintah daerah secara penuh. Pemberian hak
penuh ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui penduduk daerah mereka
masing-masing, sehingga penarikan dan pendistribusian zakat biasa dilakukan dengan
optimal.

4. Memberikan penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak kepada masyarakat,
supaya masyarakat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan timbal

baliknya untuk mereka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Dalam usahanya mengoptimalkan dana jizyah khalifah Umar bin Abdul Aziz
menghapus beban jizyah yang pada masa sebelum beliau diangkat menjadi khalifah
tetap biberlakukan atas mereka yang telah masuk Islam. Dengan diberlakukannya
kebijakaan ini membuat para ahlu kitab berbondong-bondong masuk Islam, yang
berdampak nantinya kepada penerimaan zakat yang diterima oleh negara melonjak
tinggi.

Kharaj atau land tax pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami
peningkatan yang drastis. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin
Abdul Aziz yang berkenaan dengan Kharaj ini antara lain melarang jual beli tanah
kharaj. Jual beli tanah kharaj sebelumnya dibolehkan pada masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz. Khalifah Umar juga mengahpus pajak atas para petani yang sebelumnya
ditetapkan dengan cara zhalim oleh khalifah sebelum beliau. Kebijakan lainnya yang
beliau ambil dalam hal optimalisasi dana kharaj ini adalah menghidupkan tanah-tanah
yang mati. Dengan kebijakan ini menambah jumlah tanah yang bisa dikelola dan
berdampak pada penambahan dana pajak yang masuk ke baitul mal.

Beliau memerintahkan para pegawainya untuk menarik ‘usyur dari kaum kafir
harbi sebesar sepersepuluh dari semua barang dagangannya dan dari kaum Kkafir
dzimmi dipungut setengah dari sepersepuluh (atau lima persen). Dana yang terkumpul
dari ‘usyur ini dipergunakan untuk membangun infrastuktur yang menunjang
kegaiatan perniagaan pada saat itu.

2. Optimalisasi Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulan ayat-ayat al-Qur’an, hadits
Nabi, dan atsar Umar bin al-Khatthab yang berkenaan dengan zakat daan
memerintahkan pegawainya untuk membukukan dan menggandakannya. Buku ini
yang menjadi rujukan para pegawainya untuk melakukan penarikan dan pentyaluran

dana zakat.
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Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan zakat atas komoditas lain, seperti
unta milik umum, madu, ikan, dan lain sebaginya. Fikih Umar ini bertujuan untuk
menambah pengahasilan negara dari segi zakat. Selain bertambahnya sumber
pendapatan zakat dari ijtihad yang belaiu lakukan, zakat pada masa Khalifah Umar
bin Abdul Aziz juga bersumber dari banyaknya kaum ahlu kitab yang merasa kagum
dan diberlakukan adil oleh Khalifah Umar yang kemudian masuk Islam.

Khalifah Umar memerintahkan kepada para pegawainya agar setiap orang yang
membayar zakat diberi bukti pembayaran, supaya mereka tidak harus membayar lagi
kecuali sudah berganti tahun. Beliau memberikan kewenangan terhadap setiap wilayah
dalam menagtur zakat ini. Dana zakat yang terkumpul disuatu wilayah, juga
diditribusikan kewilayah tersebut, kecauali masyrakatnya sudah berkecukupan maka dana
zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada wilayah yang kekurangan.
. Saran-Saran

Setelah melakukan analisis, maka penulis meras perlu memberikan saraan-saran
yang diharapkan dapat menjai  pertimbangan bagi pemerintah selaku pemegaang
kebijakan dan atau masyarakat pada umumnya, saran-saran tersebut diantarana sebagi
berikut:
1. Pemerintah

Sistem kebijakan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umaar bin Aziz dapat
dijadikan patokan dalam menerapkan kebijakan tentang zakat di Indonesia. Zakat
yang berfumgsi sebagai alat pemerataan kesehateraan dan pengentas kemiskinan
dapat diserahkan secara otonomi kepada pemerintah daerah, karena pemerintah
daerah lebih mengetahui potensi masing-masing. Sehingga pengumpulan dan
pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan baik.

2. Akademisi

Bagi para akademisi yang berminat uktuk melakukan studi tokoh tentang
Umar bin Abdul Aziz, penelitian tentang optimalisasi pajak dan zakat ini hanya
sebaagian kecil dari kehidupan sang khalifah. Banyak sekali hal-hal menarik yang
dapaat dipelajari dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz seperti ketertarikannya
terhadap hadits, pola kepeminpinan yang beliau lakukan, dan lain-lain, yang

diharapkan bisa dikaji lebih mendalam.
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 |AIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019
sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 97 (A).

Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,

Pay loto e
Jxd

Dr. H. Ansori, M.Ag.
, NIP. 19650407 199203 1 004
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Alfin Bawazir

2. NIM 1617201159

3. Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 25 November 1996

4. Alamat : JI. Mbah kertayasa No. 13 Kertaharja Rt. 08 Rw. 01
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

5. Nama Ayah - Sultoni

6. Nama Ibu : Aminah

B. Riwayat Pendidikan
1. SDN Kertaharja 01 (2009)
2. SMPN 01 Jatibarang (2012)
3. MA Darul Mujahadah (2016)
4. Pondok Pesantren Darul Mujahadah Margasari (2016)
5. 1AIN Purwokerto (2021)
6. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas (2021)
C. Pengalaman Organisasi
1. Pengurus Pondek Pesantren Darul Mujahadah Margasari (2015)
2. Dewan Penggalang Pramuka MA Darul Mujahadah Margasari (2015)
3. Pengurus KSEI IAIN Purwokerto (2018)

Purwokerto, 14 Januari 2021

Mohamad Alfin Bawazir
NIM. 1617201159




